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RINGKASAN

Yunia Ayu Zuhrias, 2012, Pengendalian Dalam Manajemen
Penggilingan Padi Keliling Di Kabupaten Kediri (Studi Pada Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dan Desa Kepuhrejo), Dr.
Suryadi. MS, Drs. Mochamad Rozikin, MAP,

Penelitian ini dilakukan atas dasar pengendalianajganen penggilingan
padi keliling yang dilakukan oleh Kantor Pelayarrarizinan Terpadu Kabupaten
Kediri dengan mengambil contoh di Desa Kepuhrejo.

Peningkatan yang terjadi pada tanaman padi di Kateap Kediri
menyebabkan banyaknya bermunculan usaha penggilipgdi baik keliling
maupun menetap. Dengan semakin merebaknya pengpsmggilingan padi
keliing menyebabkan permasalahan tersendiri digkiup pengusaha dan
pemerintah karena penerapan izin usaha yang dikensdérhadap pengusaha
penggilingan padi keliling dirasa kurang efektif ré@a dari banyaknya
penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri bakyditemui tidak memiliki
izin sehingga diperlukan peran serta dari pemérintatuk dapat menggunakan
tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan, pemnti pengendalian
operasional kepada setiap penggilingan padi baiketap maupun keliling di
Kabupaten Kediri. Dari latar belakang tersebut regde peneliti ingin menilai
seperti apa pengendalian manajemen dari Kantolyd@®a Perizinan Terpadu
Kabupaten Kediri terhadap penggilingan padi kadilohan apa saja faktor yang
dapat menghambat dalam melaksanakan pengendaliarajemen terhadap
penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalaheptian kualitatif
deskriftif. Hal tersebut dilakukan agar penelitigang dihasilkan lebih mendalam
dan dapat menggambarkan permasalahan secara sistikiia dan karakteristik
objek yang diteliti secara tepat. Adapun fokus figae yaitu pengendalian
manajemen yang berupa pengendalian operasionabipaam, serta pengawasan
dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu KabupatesdirK dan faktor
penghambat baik yang muncul dari internal kantoupoa eksternal. Sedangkan
analisis data yang digunakan yakni menggunakansshalata dari Milles dan
Huberman.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pematintdaerah dalam
melaksanakan pengendalian manajemen terhadap ipgagil padi keliling
dengan cara yang pertama, pengendalian operasiaitatialam hal pembatasan
wilayah maupun keselamatan operator pengusaha iieggg padi keliling yang
beracuan pada Peraturan Daerah yang telah dibumatmaalam menerapkan
kepada pengusaha penggilingan padi keliling masibdapat perlawanan dari
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masyarakat. Yang kedua, proses pembinaan dari Kdgtayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Kediri dengan memberikan sol@siggunakan mobipick-
up dirasa memberatkan pengusaha penggilingan padingedi Kabupaten
Kediri. Yang ketiga, terkait dengan pengawasan Imssidapat penyelewengan
wewenang dari oknum-oknum yang melakukan punguter terhadap
penggilingan padi keliling yang beroperasional. pula faktor penghambat dari
pengendalian manajemen yang muncul adalah fakiemal dan faktor eksternal.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengendalmanajemen yang
dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadibupaten Kediri telah
disesuaikan oleh Peraturan Daerah namun dalam apk@amya diperlukan
koordinasi dari instansi-instansi yang terkait agangusaha penggilingan padi
keliling di Kabupaten Kediri memiliki izin sesuaiedgan peraturan yang
ditetapkan. Paraturan yang telah dibuat dirasa reeatan masyarakat serta
pengusaha penggilingan padi keliling karena paddafga dengan adanya
penggilingan padi keliling penggilingan padi mempetddak merasa dirugikan
apabila penggilingan padi keliling beroperasi disgk penggilingan padi
menetap.



SUMMARY

Yunia Ayu Zuhrias, 2012, Control of In Managemeritlivg Padi Roving
On the Kabupaten Kediri (Study At Services Officednsing of Integrated
Kabupaten Kediri and Desa Kepuhrejo), Dr. SuryaddS, Drs. Mochamad
Rozikin, MAP,.

The research was conducted on the basis of the gearant control of
rice milling around by the Office of Licensing Sees Integrated Kediri by
taking samples in the village of Kepuhrejo.

The increase that occurred in the rice plant in iKedaused many
businesses springing up around the rice mill atitesewell. With the outbreak of
entrepreneurs around the rice milling causes ita pvwoblems in the scope of
business and government for the implementation dusiness license levied
against employers around the rice mills is lessatiffe because of the number of
rice mills in the district around Karachi were euntered that did not have the
permission required participation of the governmientan use its responsibility
for oversight, guidance, operational control to aicg mills in both settled and
itinerant Kediri. From this background that thee@€hers wanted to assess what
kind of management control of the Integrated Licegm<Service Office Kediri of
rice milling around and what are the factors thaild impede the carrying out of
management control of the rice milling around ia thstrict of Karachi.

The method used in this study is a qualitative detiee study. This is
done so that the resulting more in-depth researth can describe the issues
systematically facts and characteristics of thelieth object as appropriate. The
focus of research is management control in the fofmoperational control,
guidance, and supervision of the Office of LicegsBervices Integrated Kediri
and inhibiting factors that arise from both intdraad external offices. While the
data used in the analysis using the data analyssles and Huberman.

The results of this study indicate that local goweents in implementing
management control of pengilingan rice in a way tine first round, both in
terms of operational control and safety restricti@m the rice milling business
operators around the beracuan on regional regolats been made yet to apply
to employers in the rice mill there is still reaiste from around the community.
Secondly, the construction process of the Intedratieensing Service Office
Kediri to provide solutions using the pick-up féltrdensome business of rice
milling around in the district of Karachi. Thirdhdre are still associated with
abuse of authority supervision of the individualsonmake illegal payments to a
mobile rice mill operational. The limiting factorf ananagement control is
emerging internal factors and external factors.

Vil



viii

The conclusion of this study was conducted by tlamagement control of
Licensing Services Office of Integrated Kediri hasen adapted by local
regulation, but in applying the necessary coordmabf relevant agencies to
entrepreneurs around the rice mills in the distattKarachi has a license in
accordance with the regulations set. Paraturaneped burden that has been
made public and businesses around the rice midause of the fact that with the
rice mill rice mill around persist not feel aggreal/if the rice mills in operation
around the circumference of rice mills settled
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal berdirinya rezim orde baru, Indonesia mendeldikan diri sebagai
kritik atas rezim orde lama. Kritik yang paling ota adalah bahwa orde lama
telah gagal dalam membangun dukungan politik maggryang ditandai dengan
terjadinya pemberontakan di berbagai wilayah. Namowmtde barupun tidak
mampu menyelesaikan atas permasalahan pada orda. ldersoalan
ketidakpuasan daerah tetap tidak terselesaikam&asistem pemerintahan dan
keuangan daerah justru dibuat semakin tersensaltan sruktur pemerintah
Propinsi, Kabupaten atau Kota dan Desa terseragasg@ngga mengikis peran
para pelaku politik lokal.

Kemunculan orde reformasi menandai babak baru bangdonesia
memasuki abad ke-21. Sejak tumbangnya orde bardonésia berupaya
memperbaiki sistem pemerintahannya. Salah satlbbakan paling penting yang
dilakukan adalah pergantian dari sistem sentralis@sjadi desentralisasi, yang
memiliki makna adalah pemberian kewenangan yangrbespada Kabupaten
atau Kota untuk mengelola kepentingan dan kebutwuatu daerahnya. Sejak
Januari 2001, Indonesia melalui UU Nomor 22 danta®un 1999 berubah
menjadi negara yang desentralis, yang memberikaveh@ngan besar kepada
Kabupaten atau Kota serta Propinsi untuk mengdiefeentingan dan kebutuhan

mereka.



Desentralisasi bukan sekedar memindahkan sisteitikpddn ekonomi
yang lama dari pusat ke daerah, tetapi pemindagraeliut harus pula disertai
oleh perubahan kultural menuju arah yang lebih deaiis dan beradab. Melalui
desentralisasi diharapkan akan meningkatkan peluampsyarakat untuk
berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakary yterkait dengan masalah
sosial, politik, ekonomi. Hal ini sangatlah dimumiéan karena fokus
pengambilan keputusan menjadi lebih dekat dengasyanakat. Melalui proses
ini maka desentralisasi diharapkan akan mampu rgkatkan penegakan hukum;
meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintam dekaligus meningkatkan
daya tanggap, transparansi dan akuntabilitas petabrdaerah

Penyelenggaraan otonomi daerah, sesuai dengan tyndadang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diseblikhwa pengembangan
otonomi pada daerah Kabupaten dan Kota diselenkgaradengan
memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peranasemasyarakat, pemerataan,
dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keeagaman daerah. Otonomi
yang diberikan kepada Kabupaten atau Kota dilaksanalengan memberikan
kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawadd&epemerintah daerah
secara proposional. Artinya, pelimpahan tanggunaiawakan diikuti oleh
pengaturan pembagian, dan pemanfaatan dan sumberdagional yang
berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusatagaaid

Daerah dalam menyelenggarakan otonominya memdikidan kewajiban
yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tal@@4 2lalam pasal 21,

suatu daerah mempunyai hak antara lain:



a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintabanny

b. memilih pimpinan daerah;

c. mengelola aparatur daerah;

d. mengelola kekayaan daerah;

e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;

f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber diya dan sumber
daya lainnya yang berada di daerah;

g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yangaah;

h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peratysarundang-

undangan.
Selain hak diatas, dalam menyelenggarakan otoneudtu daerah memiliki
kewajiban sebagai berikut:

a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatlizem kerukunan
nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Repulaldnksia;
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
mengembangkan kehidupan demokrasi;
mewujudkan keadilan dan pemerataan;
meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umungylagak;
mengembangkan sistem jaminan sosial;
menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
melestarikan lingkungan hidup;
mengelola administrasi kependudukan;

. melestarikan nilai sosial budaya;
membentuk dan menerapkan peraturan perundang-uemlasgsuai
dengan kewenangannya; dan

0. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perugdardangan

SITATTSQ@Tm0a0T

Untuk itu suatu daerah memiliki kekuasaan untuk ge&ia aparatur daerahnya
sendiri dan mewujudkan keadilan dan pemerataandeepsasyarkatnya, seperti
yang tercantum pada Undang-undang Nomor 32 Tahuf4 2€ntang
Pemerintahan Daerah.

Daerah didalam melaksanakan otonomi mempunyaigtargyjawab dan
wewenang sepenuhnya dalam penyelenggaraan perhanntaSehingga

kontribusi sepenuhnya diberikan terhadap daerabnddial-hal yang berkaitan



dengan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaamrdengian meningkatkan
efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemdrania dan pelaksanaan
pembangunan. Akan timbul permasalahan baru apabiteerintah tidak dapat
melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Pekdsatanggung jawab
yang baik seperti melakukan sebuah pengelolaan pangr dapat dilihat dari
penerapan dari pengendalian manajemen yang diakaekmpemerintah.

Wilayah Kabupaten Kediri merupakan daerah agi@ais daerah potensi
pariwisata yang terletak 125 km sebelah barat daya kota Surabaya. Posisi
Kabupaten Kediri sangat strategis sebagai pusagemelpangan perekonomian
karena terletak di tengah-tengah wilayah Jawa Tioagian barat. Kawasan Jawa
Timur bagian barat ini merupakan daerah yang sanmatensial untuk
dikembangkan, karena dari sisi geografis (topogkasuburan tanah, curah hujan
dil) sangat mendukung untuk pengembangan perek@monfroduksi tanaman
pangan pada tahun 2008 dan 2010 ada yang naik dfaryamg turun. Dapat
dilihat dari tabel dibawah ini, sebagai berikut:

Tabel 1

Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Kediri
Pada Tahun 2008 Dan 2010

No Uraian Satuan 2008 2010 Keterangan
1. | Padi Ton 315.512 331.371 Naik
2. | Jagung Ton 260.987 327.450 Naik
3. | Ubi Kayu Ton 84.295 103.462 Naik
4. | Ubi Jalar Ton 78¢ 2.23¢ Naik
5. | Kacang Tans Ton 95¢€ 3.11( Naik
6. | Kedelai Ton 3504 3.110 Turun
7. | Kacang Hijau Ton 27 22 Turun

Sumber: www.kediri.go.id
Dari tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa poteasarnan pangan di

Kabupaten Kediri untuk tahun 2008 hingga 2010 mkmgapeningkatan dan



penurunan. Khusus untuk tanaman padi di KabupatedirK mengalami
peningkatan, hal itu menyebabkan semakin menjamaupeygusaha penggilingan
padi baik yang keliling maupun menetap. Dengan &emaeningkatnya potensi
pada tanaman padi saat ini dapat dijumpai dua pléergan padi keliling yang
dimiliki oleh masyarakat Desa Kepuhrejo. Dengan aém merebaknya
pengusaha penggilingan padi keliling menyebabkamasalahan tersendiri di
lingkup pengusaha dan pemerintah karena penerapansaha yang dikenakan
terhadap pengusaha penggilingan padi keliling dirkarang efektif karena
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kethelum mampu
menerapkan Peraturan daerah Kabupaten Kediri N@®&drahun 2001 Tentang
Retribusi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Banyosohan Beras Serta
Mesin Perontok Padi dan Jagung di Kabupaten Kegditu dalam hal perijinan
terhadap pengusaha penggiingan padi khususnya ipegag padi keliling.
Dengan banyaknya penggilingan padi keliling yantutme memiliki izin akan
berdampak pada proses operasional dari penggilipgdinkeliling.

Keberadaan dari penggilingan padi keliling, maalat tentu akan lebih
memilih menunggu penggilingan padi keliling lewaépdn rumah mereka
daripada harus membawa berat beras yang akamdigilengan nilai upah yang
tidak sama dari penggilingan padi menetap tenta dapat dipastikan bahwa
masyarakat akan memilih penggilingan padi kelilidgmun, dari banyaknya
penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri beluditemui pengusaha
penggilingan padi keliling yang memiliki Surat Kepsan Izin dari Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri seldikas yang memberikan



pelayanan perizinan kepada setiap pengusaha yaadabdi wilayah Kabupaten
Kediri. Dengan kebutuhan masyarakat serta perntemalayang ada pada
penggilingan padi keliling diharapkan pemerintaipat menggunakan tanggung
jawabnya untuk melakukan pengawasan, pembinaarmgepdalian operasional
kepada setiap penggilingan padi baik menetap maklilimg.

Peran dari pemerintah dibutuhkan dalam pembinaamngendalian
operasional dan pengawasan kepada penggilingarkeklthg dan penggilingan
padi menetap karena antara penggilingan padi keglidan penggilingan padi
menetap memiliki kreatifitas masing-masing untukmmpertahankan usahanya.
Dengan melihat permasalahan lain diatas maka diganl campur tangan dari
pemerintah yang khususnya disini adalah Kantory@ekn Perijinan Terpadu
yang mana memiliki hak untuk mengeluarkan izin pselgap usaha penggilingan
padi baik yang keliling maupun menetap agar tidafatli hal buruk seperti
kecemburuan sosial dari pengusaha penggilingan padnetap terhadap
banyaknya penggilingan padi keliling yang tidak nilinizin.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No 28uha2001 tentang
Retribusi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Banyosohan Beras serta
Mesin Perontok Padi dan Jagung telah dijelaskasesrperolehan perijinan pada
pengusaha penggilingan padi baik yang menetap eldmg. Dalam Perda diatas
pada pasal 21 tentang ketentuan teknis dalam r@erijibagi pengusaha
penggilingan padi baik keliling maupun menetap kmhelakukan izin. Perda ini
menyebutkan, antara lain:

1. Perusahaan berkewajiban memenuhi persyaratan t@kmisum:
a. Ada alat pecah kulit bagi penggilingan padi dandnul



b. Ada alat penyosoh beragpablishe) bagi penggilingan padi dan
penyosohan beras;
2. Penggilingan padi menetap mempunyai tenaga perigdezekekuatan
minimum 15 PK (daya kuda);
3. Penggilingan padi yang bersifaMobile Unit (keliling) wajib
menggunakan kendaraan bermotor yang memenuhi patsydayak jalan
sesuai Undang-undang No 14 Tahun 1992.

Erat kaitannya dengan ayat 3 pada pasal 21 merkgbutetentuan
berdasarkan pada Undang-undang Nomor 14 Tahun I68fang Lalu Lintas
dan Angkutan. Dalam Undang-undang Nomor 14 Tah@®2 I¥ada pasal 12 dan
pasal 13 persyaratan teknis dan layak jalan semgujian kendaraan bermotor
antara lain:

Bagian Pertama Pasal 12 Persyaratan Teknis danJakik Kendaraan Bermotor

1. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jadaius sesuai dengan
peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis danjdéak serta sesuai
dengan kelas jalan yang dilalui.

2. Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kéestpelan dan
kendaraan khusus yang dibuat dan/atau dirakit tandanegeri serta
diimpor, harus sesuai dengan peruntukan dan kel jyang akan
dilaluinya serta wajib memenuhi persyaratan tekais laik jalan.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) \&n(2) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pasal 13 Pengujian Kendaraan Bermotor

1. Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, keeetpelan, dan
kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan wajifn d

2. Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atielipp tipe dan/atau
uji berkala.

3. Kendaraan yang dinyatakan lulus uji sebagaimanakiod dalam ayat
(2) diberikan tanda bukti.

4. Persyaratan, tata cara pengujian, masa berlakupetaberian tanda bukti
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat &yrdiebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan melihat permasalahan diatas diperlukan perabj pengendalian
operasional serta pengawasan dari Kantor PelayResjinan Terrpadu selaku

yang bertanggungjawab atas pemberian izin usahadkepelaku pengusaha



penggilingan padi, huller dan penyosohan padi sewsin perontok padi dan
jagung di wilayah Kabupaten Kediri. Berdasarkaniamradiatas penulis tertarik
untuk memilih judul skripstPengendalian Dalam Manajemen Penggilingan
Padi Keliling di Kabupaten Kediri (Studi Pada Kantor Pelayanan Perizinan

Terpadu dan Desa Kepuhrejo Kabupaten Kediri)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang diuraikanadjatmaka terdapat
beberapa permasalahan penting yang perlu dilakpkagkajian mendalam dan
tindakan-tindakan yang riil untuk mencari solushdaemecahkan permasalahan
yang ada, yaitu:

1. Bagaimanakah pengendalian yang dilakukan oleh Kamelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dalam manajepegmggilingan padi
keliling?

2. Apa sajakah faktor yang menghambat dalam pelakesapaagendalian
yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan daup Kabupaten

Kediri dalam manajemen penggilingan padi kelilingcdbupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adhed
1. Menggambarkan dan menganilisis dari pengendaliag yilakukan oleh
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kddlam manajemen

penggilingan padi keliling.



2. Mendiskripsikan faktor-faktor yang menghambat KantBelayanan
Perijinan Terpadu Kabupaten Kediri dalam pelaksanpangendalian

dalam manajemen penggilingan padi keliling di Kaddep Kediri.

D. Manfaat Penelitian
Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoienfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Akademis
a. Dapat digunakan sumbangan pemikiran dan pengembaiiga
pengetahuan yang berkaitan dengan Iimu AdministrBsblik
khususnya menyangkut tentang pengendalian manajeochem
pemerintah dalam menghadapi penggilingan padi ikelil di
Kabupaten Kediri.
b. Hasil dari penelitian ini dapat sebagai sumbarig#ran referensi bagi
calon peneliti yang akan mempelajari fenomena y&samga.
2. Manfaat Praktis
Bagi masyarakat sebagai media untuk mengetahuartgnpengendalian
manajemen yang dilakukan oleh Kantor PelayananziRan Terpadu
Kabupaten Kediri dalam hal pengendalian penggitingadi keliling di

wilayah Kabupaten Kediri.
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E. Sistematika Pembahasan

Bab |

Bab Il

: Pendahuluan
Menjelaskan latar belakang penelitian tentang psatahan yang
muncul antara penggilingan padi keliling dan peliggan padi
menetap akibat kurangnya perhatian dari pemeriyaaly terkait.
Perumusan masalah, tujuan penelitian dan kontripaselitian

serta sistematika pembahasan.

: Kajian Pustaka

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang bermgan dengan
masalah penelitian. Teori dan konsep yang digunakaiam
penelitian ini adalah administrasi publilgood governance

manajemen publik, pengendalian manajemen.

Bab Il : Metode Penelitian

Menjelaskan tentang metode penelitian termasulalaticnya
jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penaliti dan situs
penelitian, jenis dan sumber data, teknik penguerpuliata,

instrumen penelitian dan analisis data.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Menjelaskan tentang pengkajian data yang menguraiatang
gambaran umum Kantor Pelayanan dan Perijinan Tarpad
Kabupaten Kediri serta pengusaha-pengusaha pergmilipadi
keliling yang berada di wilayah Kabupaten Kedirgtal fokus

penelitian dan analisis data serta interpretasinya.



Bab V
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: Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasang yitah
dilakukan oleh penenliti serta peneliti mengajulsaran yang
dapat dipertimbangkan oleh pegawai Kantor Pelaydteijinan
Terpadu Kabupaten Kediri serta dapat dijadikan keaswntuk

peneliti lainnya yang mengambil tema sama.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik
1. Konsep Administrasi Publik

Kata administrasi berasal dari bahasa latin (Yungaung terdiri atas dua
kata, yaitu ad’ yang dalam bahasa Indonesia berarti pada dainistre’ yang
berarti to servé yang dalam bahasa Indonesia berarti melayani atau
memenuhi. Dari penjabaran singkat diatas maka ddipathami bahwa yang
dimaksud administrasi adalah “"suatu proses mendrerjgelayanan kepada”.
Administrasi (tulisan dalam bahaa latinnya) beradalah suatu kegiatan yang
bersifat memberikan pelayanan atau servis sesumgate kebijakan yang
ditentukan oleh yang memberikan tugas, kewajibam danggung jawab
kepadanya.

Definisi administrasi menurut Herbert A. Simon aal®asolong (1999:3)
adalah administrasi sebagai kegiatan-kegiatan Kedamkerjasama untuk
mencapai tujuan-tujuan bersama. Selanjutnya PagdR007:3) mendefinisikan
administrasi sebagai pekerjaan terencana yangullidgatkoleh sekelompok orang
dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas déeif, efisien dan rasional.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa administrasi adetgeluruhan proses kerja
sama antara dua orang atau lebih yang didasarkanragionalitas tertentu untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

12
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Setelah melihat definisi administrasi diatas ad&ebspa hal yang
terkandung dalam definisi administrasi, antara: lain

1. Administrasi sebagai seni adalah suatu proses yhketahui hanya
permulaannya sedang akhirnya tidak diketahui.

2. Administrasi mempunyai unsur-unsur tertentu, makdard unsur tertentu
disini adalah adanya dua manusia atau lebih, adayan yang hendak
dicapai, adanya tugas atau tugas-tugas yang hdaksahakan, adanya
peralatan dan perlengkapan untuk melakanakan tugas-

3. Administrasi sebagai proses adalah suatu prosekgaglaan kegiatan-
kegiatan tertentu yang dimulai sejak adanya duagos@ang bersepakat
untuk bekerja sama untuk mencapai suatu tujuaenterpula.

Publik pada dasarnya berasal dari bahasa inggublit’ yang berarti
umum, rakyat umum, orang banyak dan rakyat. Dalamus besar bahasa
indonesia pustaka (2001) pubik diartikan orang bB&numum), semua orang
yang datang (menonton, mengunjungi, dan sebagaiBgégnjutnya Syafi'ie dkk
dalam Pasolong (2007:6) mendefinisikan publik ddaejumlah manusia yang
memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapkap slan tindakan yang benar
dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merakki.

Konsep administrasi publik di Indonesia tidaklahrupakarena konsep
administrasi publik tersebut sudah ada sejak dali.dPara pakar mengganti
“Public Administation” menjadi Administrasi Negara. David H. Rosenbloom
dalam Pasolong (2007:8) menjelaskan bahwa “admasispublik merupakan
pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajepaditik dan hukum untuk
memenuhi keinginan pemerintah dibidang legislagiksekutif, dalam rangka
fungsi-fungsinya pengaturan dan pelayanan terhadagsyarakat secara

keseluruhan atau sebagian”. Sedangkan menurut,oodsn Harris dalam

Manurung (2010:111)
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“public administration is decision making, planinget work to be done,
formulating objectives and goals, working with Islgiure and citizen

organization to again public support and funds fgovernment programs,
establishing and receiving organization, directiagd supervising employees,
providing leadership, communicating and receivirmgnenunication, determining
work methods and procedures, appraising performaagercising controls, and
others function performed by government executiesaipervisor”.

Apabila diterjemahkan dalam bahasa indonesia baltadministrasi adalah

pengambilan keputusan, perencanaan peerjaan yamgdilakukan, merumuskan
tujuan dan sasaran, bekerja dengan organisasi damgawnegara untuk
mendukung publik dan dana untuk program-program epenah, membangun
dan merevisi organisasi, mengarahkan dan mengaweagawan, memberikan
kepemimpinan, berkomunikasi dan menerima komunikagnentukan metode
kerja dan prosedur, menilai kerja, mengontrol, diamgi yang dilakukan oleh

pemerintah dan pimpinan”.

Selanjutnya, Chandler dan Plano dalam Pasolong7(2ZpGnengatakan
bahwa “administrasi publik adalah proses dimanabsusndaya dan personel
publik  diorganisir dan  dikoordinasikan untuk  menmioitasikan,
mengimplementasi, dan mengelolémanage) keputusan-keputusan dalam
kebijakan publik”. Dari beberapa penjabaran adrriass publik diatas dapat
disimpulkan bahwa adminitrasi adalah suatu kerjasamng dilakukan oleh
sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanak@s-tugas pemerintahan

dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisierefktif.

2. Paradigma Administrasi Publik
Paradigma adalah corak berpikir seseorang atauloseiek orang.
Thomas S. Khun dalam Syafi'ie (2006:26) “mengataksahwa paradigma
merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metodtde, prinsip dasar atau cara
memecahkan masalah yang dianut suatu masyarakahijpada suatu masalah

tertentu”. Selanjutnya, Nicholas Henry dalam Keli2008:30) “mengungkapkan
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bahwa standart suatu disiplin ilmu mencakup fokas hkus, yang mana fokus
mempersoalkamvhat of the fieldatau metode dasar yang digunakan. Sedangkan
padalocusnya mencakupvhere of the fielcatau tempat dimana metode tersebut
digunakan atau diterapkan”

Hubungan administrasi publik, selain Henry dan KHbnOsborne dan T.
Gaebler menyampaikan paradigma yang sangat terkarexia bersifat reformatif
yaitu “Reinventing GovernméntDalam paradigma ini pemerintah harus bersifat
katalistik, memberdayakan mayarakat, mendorong sgata kompetisi,
berorientasi pada misi, mementingkan hasil bukama,canengutamakan
kepentingan pelanggan, bersikap antisipatif, bersidesentralistis, dan
berorientasi pada pasar. Paradigma ini dikenal alengamaNew Public
Managemen{NPM), dan sangat terkenal ketika prinsigdod Governancedi
implementasikan. Paradigma ini melihat paradigmdateulu yang kurang efektif
dalam memecahkan masalah dalam memberikan pelayardik. Hood dalam
Keban (2008:36) menyampaikan tujuh komponen dal&®Nyaitu:

Pemanfaatan manajemen professional dalam sekték pub
Penggunaan indicator kerja

Penekanan yang lebih besar pada control output
Pergeseran perhatian ke unit-unit lebih kecil

Pergeseran ke kompetisi yang lebih tinggi

Penekanan gaya sector swasta pada praktek manajemen

Penekanan pada disiplin dan penghematan yang tetghi dalam
penggunaan sumberdaya.

@~pooow

NPM dipandang sebagai pendekatan dalam adminispailik yang
menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperdédam dunia

manajemen bisnis dan disiplin lain untuk mempeibaeaiisiensi, efektifitas dan
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kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. ManhFerlie dkk dalam Keban

(2008:36) NPM memiliki beberapa perubahan orientagara lain:

a. The efficiency drive yaitu mengutamakan nilai efisiensi dalam

b.

pengukuran kinerja.

Decentralization yaitu mengutamakan penyederhanaan struktur,
memperkaya fungsi dan mendelegasikan fungsi ke-umitityang
lebih kecil agar dapat berfungsi secara tepat dpatc

In search of excellencgaitu mengutamakan kinerja optimal dengan
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Public service orientatignyaitu menekankan pada kualitas misi, dan
nilai-nilai yang hendak dicapai organisasi publikgemberikan
perhatian yang lebih besar kepada aspirasi, keantdan partisipasi
masyarakat.

Pada tahun 2003, muncul lagi paradigma baru yakedikakan oleh

J.V. Denhardt dan R.B. Denhardt yang diberi nam& \NRew Public Servige

Menurut Denhardt dalam Keban (2008:37) adminispablic harus dapat:

a.
b.
C.

G.

Melayani masyarakat bukan pelanggs@rye citizen, not customgrs
Mengutamakan kepentingan publeeék the public intergst

Lebih mengahargai kewarganegaraan daripada kewinaas (aluew
citizenship over entrepreneurship

Berpikir strategis dan bertindak demokratikir{k strategically, act
democratically

Menyadari bahwa akuntabilitas bukan merupakan syatg mudah
(recognize that accountability is not simple

Melayani daripada mengendalikasefve rather than stepr
Mengahargai orang, bukannya produktivitas semsathué people, not

just productivity.

Shabir Cheema dalam Keban (2008:37) mengungkaphapat fase

administrasi publik yang juga merupakan perkembarm@Eadigma administrasi

publik, antara lain:

a. Traditional public administration yang berorientasi pada hirarki,

kontinuitas, ketidakberpihakan, standarisasi, legdional, otoritas
dan profesionalitas.

Public managementyang memusatkan perhatian pada penerapan
prinsip-prinsip manajemen termasuk efisiensi dal@@makaian
sumberdaya, efektivitas, orientasi pada pelanggaigntasi pada



17

kekuatan pasar. Paradigma ini lebih menekankan padan sector
swasta yang lebih besar.

c. New public managemenyang diarahkan pada prinsip fleksibilitas,
pemberdayaan, inovasi dan orientasi pada hasth ggomosi etika
profesi dan manajemen dan anggaran berbasis kinerja

d. Governance yaitu suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelenalaag
dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, dan politkeldla melalui
interaksi antara masyarakat, pemerintah dan selttasta. Paradigma
ini mengutamakan mekanisme dan proses dimana pasyanakat
dan kelompok dapat mengartikulasikan kepentinganngan
pemerintah diharapkan dapat memainkan perannya mdala
menciptakan lingkungan politik, hukum yang kondusémentara
sektor swasta memainkan perannya dalam menciptédq@angan
pekerjaan dan pendapatan dan masyarakat madanksaweddkan
interaksi sosial politik secara sehat.

Pergeseran paradigma dagovernment ke arah governance yang
menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan daeimkesigan antara
pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madaaka nparadigma baru
administrasi publik disebut dengan kepemerintalergybaik §ood governange
Good governacenempunyai arti hubungan yang sinergis dan konstraktara

ketiga aktor diatas.

B. Good Governance
1. Konsep Good Governance
Secara sederhana, banyak pihak yang menerjemaglok@nnancesebagai
Tata Pemerintahan. Tata pemerintahan disini bukamya dalam pengertian
struktur dan manajemen lembaga yang disebut ekfekarena pemerintah
(governmenthanyalah salah satu dari tiga aktor besar yangbeatuk lembaga
yang disebugovernanceDua aktor lain adalaprivate sectoi(sektor swasta) dan

civil society(masyarakat madani). Oleh karena itu, memalgowernanceadalah
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memahami bagaimana integrasi peran antara penterjgtwvernmeni sektor
swasta dagivil societydalam suatu aturan main yang disepakati bersama.

Konsepgood governancenemiliki arti yang luas dan sering dipahami
secara berbeda-beda. Banyak orang menjelagk@th governanceecara berkala
karena tergantung pada konteksnya. Beberapa lemivdgmasional seperti
UNDP dan World Bank, memperkenalkan terminologubygaing disebut sebagai
good public governanceatau good governance Selain itu banyak yang
menerjemahkaigovernancesebagai tata pemerintahan, penyelenggaraan negara,
atau cukup diartikan dengan penyelenggaraan atgogogelolaan (manajemen).
Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, me lembaga-lembaga
dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat nargkan kepentingan
mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajilam rdenjembatani
perbedaan-perbedaan diantara mereka. Penambahan sitat good dalam
governancebisa diartikan sebagai tata pemerintahan yang dtaik positif. Letak
sifat baik atau positif itu adalah manakala adagpeshan sumber daya secara
maksimal dari potensi yang dimiliki dari masing-mmgsaktor tersebut atas dasar
kesadaran dan kesepakatan bersama terhadap \gsingam dicapai.

Pierre Landell-Mills & Ismael Seregeldin dalam Seat (2009:130)
“mendefinisikan good governancesebagai penggunaan otoritas politik dan
kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangsosial ekonomi”.
Sedangkan Robert Charlick dalam Santoso (2009:18Wngartikan good
governancesebagai pengelolaan segala macam urusan publérasexfektif

melalui pembuatan peraturan dan kebijakan yang wsabk mempromosikan



19

nilai-nilai kemasyarakatan”. Dengan demikiagood governange “adalah

mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi danl s@sig substansial dan
penerapannya untuk menunjang pembangunan yand deatgan syarat utama
efisien) dan (relatif) merata”. Pemerintah berkélma) melakukan investasi untuk
mempromosikan tujuan ekonomi jangka panjang sepentilidikan kesehatan dan
infrastuktur. Tetapi untuk mengimbangi negara, suaBsyarakat warga yang
kompeten dibutuhkan melalui diterapkannya sistemadeasi,rule of law hak

asasi manusia, dan dihargairpfaralisme.

2. Prinsip-prinsip Good Governance
Governancedikatakan memiliki sifat-sifat yangood apabila memiliki
ciri-ciri atau indikator tertentu. Indikator-indita ini digunakan oleh para ahli
untuk mengukur tingkat keberhasilan dan pelembagaad governaceUNDP
dalam Keban (2008:38) menyebutkan balgead governancenemiliki sembilan
prinsip pokok antara lain :

a. Participation yaitu semua orang harus diberi kesempatan untrdube
dalam pengambilan keputusan baik langsung maupualunénstituisi
perantara yang mewakili kepentingannya.

b. Rule of lawyaitu aturan hukum harus adil dan ditegakkan tgpgalang
bulu, temasuk hukum yang mengatur hak-hak asasiisiean

c. Transparencyyaitu keterbukaan harus dibangun diatas aliraorinési
yang bebas.

d. Accountability yaitu para pengambil keputusan di instansi pertatin
sektor publik dan organisasi masyarakat madani shamampu
mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan danusipahnya kepada
public sekaligus pemangku kepentingan.

e. Efectiviness and efficiencyaitu proses dan institusi-institusi yang ada
sedapat mungkin memenuhi kebutuhan masyarakat uneknanfaatan
terbaik terhadap sumberdaya yang ada.

f. Equity yaitu semua orang memiliki kesempatan yang samtkun
memperoleh dan mepertahankan kesejahteraannya.
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g. Responsivenesgitu proses yang ada harus diarahkan untuk mmalaya
para pemangku kepentingan astakeholders

h. Consensus Orientatiolyaitu harus ada proses mediasi untuk sampai
kepada konsensus umum yang didasarkan atas kegmmntielompok dan
sedapat mungkin didasarkan pada kebijakan dandgunse

i. Strategic Visionyaitu para pemimpin dan masyarakat publik harus
memiliki prespektif yang luas dan jangka panjampadap pembangunan
manusia dengan memperhatikan latar belakang se@aahkompleksitas
sosial budaya.

Implementasi dari prinsip-prinsip diatas sangattlibkan sebagai syarat

bagi terciptanya good governance Menurut Institute on Governancegang

dikutip dari Nisjar dalam Santoso (2009:132) untakenciptakan good

governanceperlu diciptakan hal-hal sebagai berikut:

a.
b.

C.

Kerangka kerja tim antar organisasi, departememwdiayah.
Hubungan kemitraan antara pemerintah dengan satigpr dalam
masyarakat negara yang bersangkutan.

Pemahaman dan komitmen terhadap manfaat dan artingeya
tanggung jawab bersama dan kerjasama dalam suzip&duan serta
sinergisme dalam pencapaian tujuan.

Adanya dukungan dan sistem imbalan yang memadaukunt
mendorong terciptanya kemampuan dan keberanian ngguag
resiko dan berinisiatif, sepanjang hal ini secaealistik dapat
dikembagkan.

Adanya pelayanan administrasi publik yang berosienpada
masyarakat dan bersahabat berdasarkan kepada easasafaan dan
keadilan dalam setiap tindakan dan pelayanan y#eyikihn kepada
masyarakat.

Keinginan melaksanakajood governancdalam memberikan pelayanan

terbaik kepada publik maka dapat dilihat betapatipgnya manajemen dari

pemerintahManajemen menjadi makin penting dengan meningkatpgaialisasi

pekerjaan serta menciptakan tantangan baru. Medaséph L. Massie dalam

Silalahi (2007:134) “kompleksitas hubungan antamsén selalu menantang

mereka yang menduduki fungsi manajerial”. Denganihae hal itu, yang
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menyebakan keberhasilan suatu instansi pemerintalamd melaksanakan

fungsinya dan sasarannya tergantung dari kemampaaajemennya.

C. Manajemen Publik
1. Konsep Manajemen Publik

Istlah manajemen yang dikenal selama ini berasali dkata
“managemefit yang bentuk infinitifnya adalaht6 managé Kata “to managé
dalam kamus bahasa Inggris Indonesia dari John dfiolEdan Hassan Shadly
dalam Silalahi (2007:135) “diartikan sebagai: mengu mengatur,
melaksanakan, mengelola”. Di Indonesia sendiri kataanagemeiit ini
diterjemahkan dalam berbagai istilah seperti: kepgmman, tata pimpinan,
ketatalaksanaan, pengaturan, pengelolaan, pengeandaéngurusan, pembinaan,
penguasaan dan lain sebagainya.

Pada dasarnya manajemen publik adalah manajem@mshpemerintah.
Konsep manajemen dapat ditelaah dari beberapa paltay mengemukakan
mengenai konsep manajemen itu sendiri. Manajemeradministrasi sangat erat
kaitannya, administrasi dan manajemen merupakanydad) universal dalam
setiap dinamika kerja sama manusia organisasitmadgl, dalam dunia kegiatan
yang bersifat publik maupun privat atau dunia lsisnodern.

Menurut Stoner dan Wankel dalam Pasolong (2007'&2anajemen
adalah proses perencaan, pengorganisasian, kepsrmampan pengendalian
upaya anggota organisasi dan penggunaan selurutesulaya organisasi lainnya

demi tercapainya tujuan organisasi yang telah aptein”. Sedangkan menurut
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Miftah Thoha dalam Silalahi (2007:136) menjelaskahwa “manajemen sebagai
aktivitas menggerakkan segenap orang dan mengeradé@mua fasilitas yang
dipunyai oleh sekelompok orang yang bekerja sammkumencapai tujuan
tertentu”. Selanjutnya dalam kamus Webster manajeadalah tindakan atau seni
mengatur, melaksanakan, atau mengawasi sesuatyasébas, khususnya fungsi
pelaksana dari perencanaan, pengorganisasian, grelilggsian, pengarahan,
pengontrolan dan pengawasan industri atau aktidigagian tanggung jawab bagi
hasil. Pendapat lain dari The Liang Gie dan Sutalaiam Silalahi (2007:137)
“‘manajemen sebagai rangkaian kegiatan penataan angpa penggerakkan
orang-orang dan pengarahan fasilitas kerja agamamukerjasama benar-benar
tercapai”. Dari beberapa pendapat pakar diatas tddmampulkan bahwa
manajemen diartikan sebagai aktivitas pendayagusamuier daya manusia dan
materiil dalam suatu kerja sama organisasional lmelaroses perencanaan,
pengorganisasian, pengendalian, pembinaan dan \wasga, untuk mencapai
tujuan organisasi secara efisien dan efektif.
Dalam menjalankan suatu organisasi hal awal yangtimme adalah

memerlukan adanya :

a. Kerangka komposisi dan struktur organisasi.

b. Personalia dan unsur pimpinan serta kepemimpindaldm organisasi.

c. Mekanisme dan sistem kerja organisasi.
Dapat disimpulkan bahwa ketiga unsur memiliki Kea@an dan kepedulian yang
tinggi selain itu jalannya organisasi yang baikgsd ditentukan oleh pola, bentuk

dan sistem manajemen yang tepat.
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Untuk menjalankan fungsi dan prinsip manajemenrtiigan sumber daya
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. MenDwbrin dalam Wibowo
(2006:11) terdapat empat bentuk sumber daya yeliagai berikut:

a. Human Resources
Human resourcesadalah pekerja yang diperlukan untuk menjalankan
suatu pekerjaan sesuai dengan bidangnya.

b. Financial Resources
Financial resourcesmerupakan uang yang digunakan manajer dan
organisasi untuk membiayai pekerjaan guna mendajo@n organisasi.

c. Physical Resources
Physical resourcemerupakan barang dan banguan yang menjadi fasilita
produksi, yang dipergunakan untuk beroperasinytusarganisasi.

d. Informational Resources
Merupakan data yang digunakan oleh organisasi sebatasar
pertimbangan untuk menjalankan pekerjaan dalam apanctujuan
organisasi.

Resources | Planning Organizipgeading Controlling
Human

Manajer \ Financial ursy vy
Physical — @

=
Information—— |

Gambar 1

Proses Manajemen

Sumber: wibowo (2006:11)

Dengan melihat gambar diatas dapat diketahui batumeangan dari sumber daya
diatas saling berkaitan untuk dapat mewujudkanatujdari sebuah perencanaan
organisasi yang telah ditetapkan.

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya, diperlukdanya aplikasi
terhadap konsepsi fungsi dan prinsip manajemen pailgdan benar agar dapat
mencapai tujuan dan sasaran yang cepat dan tepat.

Menurut Frinces Heflin. Z (2008:269) ukuran baikatidak baik, benar atau
salah, merupakan suatu aplikasi fungsi dan primgipajemen yang dapat dilihat

dari berbagai dimensi, seperti tingkat efisiensin dproduktivitas Kkerja,
pengembangan dan pertumbuhan serta perluasan saganoptimalisasi dan
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maksimalisasi pendayagunaan potensi serta sumparalganisasi, dan stabilitas
jalannya organisasi jalannya organisasi.

2. Prinsip-prinsip Manajemen

Prinsip merupakan dasar atau landasan untuk baktirakan tetapi suatu
prinsip bukanlah suatu yang mutlak. Dalam penergpata administrasi dan
manajemen prinsip bersifat fleksibel karena hansgsdlaikan dengan kondisi-
kondisi yang dapat berubah-ubah. Terry dalam $ii¢2007:158) mengatakam “
principle can be defined as a fundamental stateroetuth providing a quide to
throught or actions (prinsip utama daripada manajemen ialah eefisi@l@s/a
guna) dan efektivias (hasil guna) dalam mencapail hatau tujuan yang
direncanakan).”

Fayol mengemukakan empat belas prinsip dalam maeajeyang
dinamakargeneral pronciples of adminisratioantara lain:

a. Deuvision of work
Pembagian kerja berdasarkan spesialisasi. Bahwgkpesusan orang
dalam bidang tertentu lebih efisien dalam melakykekerjaannya.

b. Authority and responbility
Kekuasaan adalah alat untuk melakukan perintah kadkwmatan untuk
dituruti secara tepat.

c. Discipline
Disiplin benar-benar penting untuk menjalankan gpahaan dan tanpa
disiplin perusahaan tidak akan berhasil karenaapetinggota harus
menaati peraturan-peraturan atau ketentuan-ketegtuay berlaku.

d. Unity of command
Kesatuan komando atau perintah menjadikan seti&erjpe menerima
perintah daru satu orang yaitu atasan langsung.

e. Unity orf direction
Kesatuan arah menunjukkan satu instruksi dan satoana dari suatu
kelompok kegiatan yang mempunyai tujuan yang sama.

f. Subordination of individual to general interest
Kepentingan individu harus ditempatkan dibawah képgan organisasi
secara umum. Dengan demikian organisasi secaraukgsen yang
diutamakan atau diperhatikan, bukan kepentingdragri
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g. Ramuneration
Pemberian imbalan atau kompenasi bagi bawahan atepinan
memerlukan keadilan sesuai dengan kompensasi pakerjyang
dilakukan.

h. Centralization
Sentralisasi sangat penting bagi organisasi darupagan konsekuensi
dalam suatu organisasi. Sentralisasi sapat beramigurangi wewenang
bawahan dan untuk menambah wewenang bawahan partlelpgasian
wewenang.

i. Scalar chain atau hirarchy
Mata rantai adalah hubungan daru tingkat kekuagaéing atas hingga
paling bawah secara hirarkis atau berjenjang.

j. Order
Keteraturan dalam menempatkan individu-individu gpagmpat atau
posisi yang sesuai akan lebih akrab dengan pekeryaa

k. Equity
Persamaan menunjukkan rasa keadilan dalam organisas

|.  Stability of tenure
Stabilitas jabatan atau pekerjaan merupakan dtbiliseseorang
melakukan pekerjaan atau tugasnya. Diperlukan wakgi pekerja untuk
menyesuaikan pada pekerjaan mereka dan mengerjadkerjaannya
secara efektif.

m. Intiative
Inisiatif artinya bawahan diberi kebebasan memiirkdan memberi
pendapat tentang pekerjaannya bahkan juga measdikerjanya.

n. Esprit de corps
Prinsip ini menekankan perlunya “team work” dan uUmdmn antar
individu serta semangat persatuan yang mendorosey barsatu dalam
organisasi.

Prinsip-prinsip diatas bersifat fleksibel dan dagiaesuaikan menurut kebutuhan,
ini merupakan masalah tentang bagaimana menggumakesip-prinsip tersebut
karena prinsip ni merupakan hal yang sulit sehingganerlukan pengalaman,
pengambilan keputusan dan pertimbangan. Sedangkdamei A. Simon dalam
Silalahi (2007:161) mengemukakan beberapa prindipirgstrasi yang diakui.
Prinsip-prinsip tersebut adalah :

a. Efisiensi administrasi ditingkatkan melalui suatpesialisasi tugas

dikalangan kelompok.

b. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengafmggota-anggota
kelompok di dalam suatu hirarki wewenang yang pasti
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c. Efisiensi adminstrasi ditingkatkan dengan membaj@sik pengawasan
pada setiap sektor di dalam organisasi sehinggkiuya menjadi kecil.
d. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengglokkan pekerjaan,
untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan :
a) Tujuan
b) Proses
c) Langganan
d) Tempat.

Penerapan sistem dan prinsip manajemen pada intidgk bisa terlepas dari

usaha dalam menjalankan berbagai fungsi menejentaiaim organisasi.

3. Tujuan Manajemen

Dalam penekanan prinsip dan fungsi manajemen yarig giingat bahwa
semua fungsi dan prinsip tersebut hanya merupa&ti quroses dalam sistem
manajemen, dan dalam operasionalisasi organisagn dkrdapat berbagai
peristiwa, kejadian, rintangan dan peubahan-peamaltingkungan yang
memaksa suatu organisasi untuk melakukan perubdgtransformasj dan
penyesuaian-penyesuaiandjustments serta adaptasi dalam upaya mencapai
tujuan organisasi. Prinsip dan fungsi manajemetuppem untuk meningkatkan
antara lain:

a. Efisiensi kerja
Dalam hal ini sasaran dan arahan kerja yang dikagiragar dapat lebih
efisien dari berbagai bidang kegiatan, baik yangkditan dengan
masalah kerja, biaya, teknis kerja maupun pendayssgupotensi sumber
daya manusia yang dimiliki.

b. Produktivitas
Pekerjaan baik yang sedang dilakukan ataupun y&ag aan telah
dilakukan selama ini harus dapat menunjukkan pérayang nyata
baik dalamoutput (keluaran) berupa relaisasi program kerja organisa
maupun dalam memberikan jasaiivicg, baik kepada anggota organisasi
maupun kepada masyarakat. Produktivitas tidak halityajukkan oleh
keberhasilan dalam mengimplementasikan rencanaa k&pi juga
berbagai kreativitas dan inisiatif kerja organisasi
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c. Optimalisasi kapasitas
Tuntutan dan tantangan yang dihadapi dalam manajemedern
organisasi dewasa ini adalah bagaimana mengopsiasalisemua
kapasitas kerja perangkat organisasi ada, baik ymrgaitan dengan
sumber daya manusia , departemen, biro, bagiatadatain yang ada di
dalam tubuh organisasi sehingga dapat menghailgatput yang
maksimal.

d. Stabilitas organisasi
Untuk menigkatkan dan mengoptimalisasi kapasitaa kian ketenangan
serta kepastian dalam bekerja sehingga perlu diapt adanya stabilitas
di dalam organisasi. Hal ini menuntut semua pilgdér @elalu berpegang
pada komitmen, kerangka dan konsepsi kerja yangeslzai dengan pola
dan bentuk manajemen organisasi yang diterapkantelah terbukti
memberikan hasil yang secara ekonomis dan tekmgat lebih tinggi
dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasiondedauka.

e. Pertumbuhan
Dengan sistem manajemen organisasi perlu menigkgeatumbuhan
produksi kerja organisasi baik secara sektoral mmaupang berupa
segmentasi deparmental kerja. Apabila suatu orgsingertumbuhannya
belum tercapai maka usaha untuk optimalisasi kega belum tercapai
sehingga pimpinan organsasi perlu mengadakan kadeksiemebrrikan
alternatif kerja yang lebih dinamis dan produkiif.

f. Pengembangan
Perkembangan yang signifikan sangat diperlukamud&kegiatan masing-
masing unit untuk menghadapi tantangan lain yaram alatang. Tinggi
dan luasnya pengembangan merupakan salah satu ukilakterhadap
kemampuan pimpinan organisasi untuk mendayagunkipasitas yang
dimiliki tiap organisasi.

g. Perluasan
Perluasan apapunyang akan dilakukan hanya akaaditegpabila
kemampuan kelembagaan dan kemampuan SDM telalykdithken dan
didayagunakan secara baik dan optimal.

h. Perspektif masa depan
Semua kegiatan yang dilakukan harus tetap mengapadik sasaran
akhhir yang ingin dicapai organisasi. Dengan deamikititik pandang
pelaksanaan atau aplikasi prinsip-prinsip manajerogganisasi yang
ingin dikembangkan terfokus pada keinginan untuknhcipakan masa
depan organisasi jauh lebih baik dan maju.

Berbagai aspek dari sasaran prinsip-prinsip maregeanganisasi, maka
sebagai tahap akhir adalah tidak bisa terlepas kdamiginan pihak-pihak yang
terkait dengan organisasi tersebut agar dapat rnemgesecara jelas dan asti

tentang apa yang telah, sedang dan akan dilakuledn avganisasi itu sendiri.
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Dengan begitu diperlukan satu sistem manajemen Yyemgifat terbuka yang
sering disebut sebagai manajemen terbukgerf management Untuk

mengimplementasikan sistem manajemen tersebut gidmgun dan dibina jalur
informasi dan komunikasi yang lancar dan transpat&eterbukaan dalam
manajemen akan mempunyai nilai lebih yang beraitd pimpinan beserta
jajarannya dapat menunjukkan tingkat kerja dant dé@ih dinamis, atraktif,

antisipatif, dan proaktif.

D. Pengendalian Manajemen
1. Definisi Pengendalian Manajemen

Definisi dari pengendalian itu ada beberapa pakagymengungkapkan
yaitu: menurut Samuel Jhonson dalam Sitorus danTidbul (2007:9) adalah
“copy of a roll (of account), a parallel of the saupeality and content with the
original” . Definisi tersebut disimpulkan oleh Sitorus darn Eginbul (2007:10)
adalah a register or account kept by another officer, tkath may be examined
by the othetr. Definisi diatas diterjemahkan adalah pengerti@am arti sempit
sering disebut pengecekan internal. Maksudnya hdalaatu kegiatan yang
dilaksanakan oleh seseorang diawasi oleh orang dahingga tercipta suatu
pengendalian.

Selanjutnya, Sitorus dan Edi Timbul (2007:11) memapkan bahwa
pengendalian Intern tidak hanya didefinisikan sebagengecekan internal
semata, tetapi mengandung lingkup yang lebih liesicakup perencanaan suatu
organisasi bahkan khusus definisi struktur pendeamrdantern bagi auditor
internal (nternal Audito) mencakup lingkup yang luas dan rinci sebagakbéri
pengendalian adalah penggunaan seluruh kelenglsgpana dalam suatu entitas

untuk mempromosikan, mengarahkan, mengendalikangater, dan memeriksa
berbagai aktivitas dengan tujuan untuk meyakinkacapainya tujuan entitas.
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Menurut Suadi (1996:6) apabila dihubungkan denganajemen sebagai
sebuah seni untuk mengatur orang lain guna mendap&n guna mencapai
tujuan tertentu, maka pengendalian manajemen dighefinisikan sebagai proses
untuk mempengaruhi orang lain dalam sebuah orgsiregmr secara efektif dan
efisien mencapai tujuan organisasi. SelanjutnyadiSogngungkapkan bahwa
pengendalian manajemen adalah semua usaha untykmierbahwa sumber
daya organisasi digunakan secara efektif dan efisistuk mencapai tujuan
sebuah organisasi.

Pengendalian manajemen dalam penggilingan padinkgeliisini adalah
bagaimana sebuah organisasi yang memiliki wewenamigk mengendalikan
sebuah usaha yang beroperasi di daerah tersebagaselanggung jawab yang
diberikan dari pimpinan organisasi agar mencapgiatu organisasi. Suatu
organisasi bisa dikatakan berhasil dalam pengerdatianajemen apabila tujuan
dalam sebuah organisasi bisa berjalan secara fetiddi efisien. Definisi dari
efisiensi berbeda dengan definisi dari efektifitggng mana Suadi (1996:6)
definisi dari efesien adalah perbandingan antahaakan Outpu) dan masukan

(inpuf), sedangkan efektifitas menunjukkan perbandingaara keluaranoutpu)

dengan tujuan.

2. Jenis Pengendalian Manajemen
Dalam proses pelaksanaan pengendalian manajemetedgksana secara
efektif dan efisien diperlukan pembagian dari jgresgendalian manajemen yang
digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yanguhdmaik dari internal
organisasi maupun yang berasal dari eksternal m@sinSitorus dan Edi Timbul
(2007:16) mengungkapkan terdapat lima jenis pergeard manajemen, antara

lain:
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a. Pengendalian pencegah@meventive control)
Pengendalian pencegahan dimaksudkan untuk mendegakinya
suatu kesalahan. Pengendalian ini dirancang untekcegah hasil
yang tidak diinginkan sebelum kejadian itu terjaBiengendalian
pencegahan berjalan efektif apabila fungsi atasqmel melaksanakan
perannya.

b. Pengendalian detek&letective control)
Sesuai dengan namanya pengendalian deteksi dimaksudntuk
mendeteksi suatu kesalahan yang telah terjadi. dPeladjan deteksi
biasanya lebih mahal daripada pengendalian penaagalmun tetap
dibutuhkan dengan alasan: Pertama, pengendaliaeksietiapat
mengukur efektivitas pengendalian pencegahan.
Kedua, beberapa kesalahan tidak dapat secara fefikgindalikan
melalui sistem pengendalian pencegahan sehinggas hditangani
dengan pengendalian deteksi ketika kesalahan tersafadi.

c. Pengendalian koreksidrrective controls
Pengendalian koreksi melakukan koreksi masalah{atasgang
teridentifikasi oleh pengendalian deteksi. Tujuanngdalah agar
supaya kesalahan yang telah terjadi tidak teruk@ngpali.

d. Pengendalian pengarahafiréctive control¥
Pengendalian pengarahan adalah pengendalian yéalgildin pada
saat kegiatan sedang berlangsung dengan tujuan lesgiatan
dilaksanakan sesuai dengan kebijakan atau ketep&ranberlaku.

e. Pengendalian kompensaitfompensating controls
Pengendalian  kompensatif ~ dimaksudkan untuk mempéerku
pengendalian karena terabaikannya suatu aktivitasggndalian.
Pengawasan langsung pemilik usaha terhadap kegmgawainya
pada usaha kecil karena ketidak-adanya pemisatmaysifmerupakan
contoh pengendalian kompensatif.

3. Jenis Pengawasan
Definisi tentang manajemen, peneliti telah menjelas diatas yang
didapatkan dari penyampaian beberapa pakar. Ketamptentang definisi
manajemen diatas adalah pendayagunaan sumber dayasien dan materiil
dalam suatu kerja sama organisasional melalui prog®rencanaan,

pengorganisasian, pengendalian, pembinaan dan wasga, untuk mencapai

tujuan organisasi secara efisien dan efekiif.
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Selanjutnya, pengendalian merupakan dua istilahg yarenjadi satu
pengertian. Istilah pengendalian acapkali disamakamgan istilah pengawasan
dalam penggunan yang sering dipertukarkan di lingem sektor publik
(pemerintah). Menurut Keputusan Menteri PendayagunAparatur Negara
dalam KepMenPan Nomor 19 Tahun 1996 istilah pengawadidefinisikan
sebagai seluruh proses kegiatan penilaian terhadgek pengawasan dan atau
kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikakaippelaksanaan tugas dan
fungsi obyek pengawasan dan atau kegiatan terdelait sesuai dengan yang
ditetapkan.

Selanjutnya, menurut Sistem Administrasi Negara uRkp Indonesia
(SANRI) dalam Sitorus dan Edi Timbul (2007:6) memgaikan empat jenis dari
pengawasan,yaitu:

a. Pengawasan melekat (Waskat)
Pengawasan melekat diarahkan pembentukan suatemsigang
mampu mengarahkan dan membimbing seluruh aparatlamd
pelaksanaan tugasnya mencapai tujuan dan sasaganisasi yang
ditetapkan, serta mampu mencegah terjadinya pemyiggn,
kebocoran, dan pemborosan keuangan negara/daerah.

b. Pengawasan fungsional (Wasnal)
Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang kditakaleh
aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasartisepPK,
BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat
Utama/lnspektorat Lembaga Pemerintah Non Departe(hBND),
dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda). Aparat funadsiersebut
berperan sebagai "mata dan telinga” pimpinan osgesi

c. Pengawasan legislatif (Wasleg)
Pengawasan Legislatif adalah pengawasan yang &dakwleh
Lembaga Perwakilan Rakyat baik di tingkat pusatRDPPhaupun di
tingkat daerah (DPRD). Bentuk pengawasan terselit didominasi
dari sudut pengawasan politik dan salah satu proguukialam bentuk
peraturan perundang-undangan.

d. Pengawasan masyarakat (Wasmas)
Pengawasan Masyarakat adalah pengawasan yang kadifakoieh
masyarakat termasuk lembaga-lembaga swadaya miasyasn para
pemerhati yang disuarakan melalui berbagai medig yersedia.

4. Keterbatasan Dalam Pelaksanaan Pengendalian Manajesn
Suatu organisasi dalam melaksnakan pengendalianajemaen tidak

dipungkiri juga memiliki keterbatasan. Menurut 8ite dan Edi Timbul (2007:18)
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mengungkapkan beberapa keterbatasan yang dialaatu sarganisasi dalam
melaksanakan pengendalian manajemen, antara lain:

a. Kurang matangnya suatu pertimbangan
Efektivitas pengendalian seringkali dibatasi olelaraya keterbatasan
manusia dalam pengambilan keputusan. Suatu keputlisanbil oleh
manajemen umumnya didasarkan pada pertimbangampartgan
yang ada pada saat itu, antara lain informasi yaegedia,
keterbatasan waktu, dan beberapa variabel lain ibtéknal maupun
eksternal (lingkungan). Dalam kenyataannya, sedipgnpai bahwa
beberapa keputusan yang diambil secara demikianberdan hasil
yang kurang efektif dibandingkan dengan apa yangardpkan.
Keterbatasan ini merupakan keterbatasan alamiafy gdnradapi oleh
manajemen.

b. Kegagalan menterjemahkan perintah
Pengendalian telah didisain dengan sebaik-baikmgmun kegagalan
dapat terjadi yang disebabkan adanya salah seoyang salah
menterjemahkan  perintah dari pimpinan. Kesalahanlanda
menterjemahkan suatu perintah dapat disebabkankdadaktahuan
atau kecerobohan orang yang bersangkutan. Tergmdkegagalan
dapat lebih diperparah apabila kegagalan menteljkama perintah
dilakukan oleh seorang atasan dari sebuah organisas

c. Pengabaian manajemen
Suatu pengendalian manajemen dapat berjalan efgidibbila semua
pihak atau unsur dalam organisasi mulai tingkatinggi hingga
terendah melaksankan tugas dan fungsinya sesugandwenangan
dan tanggung jawabnya.

d. Adanya kolusi
Kolusi adalah salah satu ancaman dari pengendghag efekitif.
Pemisahan fungsi telah dilakukan namun jika manysianelakukan
suatu persekongkolan untuk kepentingan pribadi &@pentingan
tertentu selain organisasi, maka pengendalian yseigpik apapun
tidak akan dapat mendeteksi atau mencegah termdingtu tindakan
yang merugikan organisasi.

E. Pemerintah Daerah
1. Konsep Pemerintah Daerah
Secara etimologis (dalam bahasa indonesia) perakrimerupakan kata

nama subyek yang berdiri sendiri. Sebagai subyekepatah adalah melakukan

tugas atau kegiatan. Bertolak pada pengertiandddaat dimengerti pengertian
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bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara peatem yang ada di
Daerah. Dengan kata lain pemerintah daerah adaategang kemudi dalam
pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Daerah. Daldimsempit pengertian
pemerintah daerah menurut Kartasapoetra dan MidiagB900:19) terdiri dari

Kepala Daerah, Sekretariat Daerah dan Dinas-Dinaerdh. Maka dari itu

pemerintah daerah merupakan satu sistem yang didgda terdapat bagian-
bagian yang ada pada sekretariat daerah, dinas-diaerah yang ada dalam
wilayah daerah tingkat Il dan Bupati Kepala daesgagai unsur pimpinan
penyelengara pemerintah di Daerah.

Hosein dalam Muluk (2006:10) mengungkapkan bahwaallo
government rupakan sebuah konsep yang dapat mangatiga makna yaitu:

a. Pemerintah lokal yang sering Kkali dipertukarkan gdem local

authorityyang mengacu organ.

b. Mengacu pada pemerintahan lokal yang dilakukan pkinerintah
lokal. Yang dimaksud disini adalah dalam menentukengsi yang
menjadi kewenangan pemerintah daerah.

c. Bermakna daerah otonom. Lebih lanjut Hosein meskala bahwa
pembentukan daerah otonom secara simultan merugekahiran
status otonomi berdasarkan atas aspirasi dan kooblisktif dari
masyarakat yang berada di wilayah nasional.

Menurut Stoker dalam Muluk (2006:3), dalam integpasi ekonomi
menjelaskan bahwa individu-individu diasumsikan rekanemilih tempat
tinggalnya dengan membandingkan berbagai paketyged& dan pajak yang
ditawarkan oleh berbagai kota yang berbeda. Manfaay dapat dipetik dari
prespektif tersebut antara lain:

a. Adanya daya tanggap publik terhadap preferensiviehaial, yang

dimaksudkan disini adalah pelayanan publik dita@arkoleh

pemerintah daerah yang akan dinikmati oleh selperduduk yang
relevan sehingga tidak akan mengurangi jatah @sapduk lainnya.
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b. Local governmenmemiliki kemampuan untuk memnuhi permintaan
akan barang publik.
c. Desentralisasi mampu memberikan kepuasan yang bebihdalam
menyediakan penawaran barang-barang publik.
2. Fungsi Pemerintah Daerah

Fungsi dari pemerintah begitu penting ketika pentahi menjadi
pengatur, pengelola, dan pengendali dalam suatenkepntahan baik diwilayah
pusat maupun daerah. Pengertian dari pemerintatahadaatu sistem yang
menjalankan wewenang dan mengatur kehidupan se&ahomi dan politik. Di
dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 teldaskign, ialah “melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daddmelsia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidbaagsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yag berdasarkan kiekesan, perdamian abadi
dan keadilan sosial’. Dalam perkembangannya, negatah mengalami
perubahan-perubahan tertentu, dengan perubahabgbem tersebut pemerintah
mempunyai fungsi-fungsi yang harus dijalankan. Beilnu administrasi publik
diajarkan bahwa pemerintahan negara pada hakikatrgmyelenggarakan dua
fungsi utama.

Menurut Siagian (1992:128) dua fungsi utama yamsgldhggarakan oleh
pemerintahan negara yaitu fungsi pengaturan yakgitkan dengan hakikat
negara modern sebagai suatu negara hukegal(statg¢ dan fungsi pelayanan
yang dikaitkan dengan hakikat negara sebagai siegfara kesejahteraand|fare
statg, dijelaskan dibawah sebagai berikut:

a. Fungsi Pengaturan

Titik tolak dari penyelenggaraan fungsi pengatuadah bahwa negara
adalah suatu negara hukum yang pada intinya bdvahwa dalam
kehidupan masyarakat, berbangsa dan negara semmug loarus taat
kepada berbagai peraturan perundang-undangan yaladgso bagi dan

di negara yag berrsangkutan. Salah satu pengayanag dilakukan
oleh aparatur pemerintah adalah perizinan. Dalanhidkpan
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bermasyarakat, berbangsa dan negara selalu adatdtegegiatan
tertentu yang hanya boleh dilakukan apabila befssag telah
meperoleh izin untuk melakukannya.

b. Fungsi Pelayanan
Fungsi pelayanan adalah pemerintahan negara beguagigwab
untuk meningkatkan kesejahteraan hidup seluruhatakg. Upaya
meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat itu mangatah dalam
bentuk pelayanan aparatur pemerintah kepada pargawgang
memerlukannya.

Menurut Kartasapoetra dan Misdayanti (1990:20-27¢merintah
khususnya pemerintah daerah merupakan subsistein nggara kesatuan
Republik Indonesia yang mempunyai tugas—tugas umekcapai cita-cita dan
tujuan pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraanerpgahan di daerah,
pemerintah daerah mempunyai fungsi-fungsi untuk upeskan cita-cita dan
tujuan pemerintah daerah, antara lain:

a. Fungsi otonomi
Prinsipnya dari fungsi otonom dari pemerintah daemdalah
melaksanakan segala urusan yang telah diserahledin pgimerintah
pusat. Pemberian fungsi otonom kepada daerah bantupntuk
memungkinkan daerah yang bersangkutan mengaturndamgurus
rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan dayaa gien hasil
guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangkgapela kepada
masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

b. Fungsi pembantuan
Fungsi pembantuan adalah fungsi untuk turut ser@and
melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskapadae
pemerintah daerah oleh pemerintah pusat dengan jikewa
mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. siFung
pembantuan sebenarnya disebabkan tidak semua ysassarintahan
dapat diserahkan kepada pemerintah daerah menjasaru rumah
tangganya sendiri, maka urusan pemerintahan metsip tmerupakan
urusan pemerintah pusat.

c. Fungsi pembangunan
Seirama dengan gelora pembangunan yang sedangatkan oleh
Indonesia, maka tugas-tugas pemerintahan mengaknoiasan. Luas
dan batas kewenangan pemerintah harus dilaksaré@yad baik di
dalam masa pembangunan yaitu demi tercapainyat&minasyarakat
yang merupakan tujuan pembangunan. Fungsi pembangdari
pemerintah antara lain:



36

a) Perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pemtzngun

b) Penyediaan dana-dana pembiayaan dan  pengendalian
administrasinya.

c) Pengawasan terhadap proyek yang sedang dalam proses
penyelesaian.

d) Pemberian evaluasi terhadap proyek-proyek yang hsuda
diselesaikan.

e) Pemeliharaan proyek-proyek agar dijaga kelangsurigagsinya
guna mencukupi prasarana modernisasi dan penimgkatadupan
masyarakat.

d. Fungsi lainnya

Fungsi lain dari pemerintah daerah yang tidak kalehting ialah

sebagai berikut:

a) Membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnysaiaiedengan
kebijaksanaan ketentraman dan ketertiban yang agitan
pemerintah.

b) Melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidantipaan
ideologi Negara dan politik dalam negara serta peaan
kesatuan bangsa sesuai dengan kebijaksanaan yatapkian oleh
pemeriantah.

c) Menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatestansi-
instansi vertikal dan antara instansi-instansiikartdengan dinas-
dinas daerah baik dalam perencanaan maupun dalaksaeaan
untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang selbesarnya.

d) Membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemeaimtah
daerah.

e) Mengusahakan agar segala peraturan perundang-wardasen
peraturan daerah dijalankan oleh seluruh instamsikumenjamin
kelancaran penyelenggaraan pemeriantahan.

f) Meaksanakan tugas pemerintahan dengan berdasaekaturpn
perundang-undangan diberikan kepadanya.

g) Melaksanakan segala tugas pemerintah yang tidalasak dalam
tugas instansi lainnya.

3. Urusan Pemerintah Daerah
Pembagian urusan antar pemerintahan dilaksanakamgade
mempertimbangkan kriteria eksternalitas, akuntasili dan efisiensi dengan
memperhatikan keserasian hubungan antar susunaaripgghan. Suatu daerah

otonom memiliki hak dan kewajiban masing-masingaseremiliki urusan yang

dapat dibagi menjadi dua, yaitu urusan wajib darsam pilihan. Urusan wajib
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merupakan urusan yang harus dijalankan oleh daet@iom sebagai bentuk
kewajibannya untuk memberikan pelayanan dasar damciptakan standarisasi
pelayanan publik di seluruh Indonesia.

Menurut Muluk (2006:142) dalam menjalankan urusaasjitw yang

dimaksud diatas, suatu daerah memiliki hak dan jieara Hak daerah otonom

meliputi:
a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintal@nny
b. Memilih pimpinan daerabh;
c. Mengelola aparatur daerah;
d. Mengelola kekayaan daerah;
e. Memungut pajak dan retribusi daerah;
f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber ddgen dan

sumber daya lainnya yang berada di daerah;
g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
Sedangkan kewajiban dari daerah otonom meliputi:
a. Melindungi masyarakat;
b. Menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nassen@al keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
d. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
e. Mewujudkan keadilan dan pemerataan, dll.
F. Regulasi atau Peraturan Penggilingan Padi
Hubungan pemerintah dengan masyarakat mengenagipeggn padi
terdapat peran dari pemerintah untuk mengendalik@nekonomian dari
masyarakat khususnya usaha penggilingan padi k&ilkng maupun menetap,
pengendalian ini dapat berupa peraturan yang dibleit pemerintah daerah
terkait dengan pembinaan, pengaturan dan pengandzgerasional penggilingan
padi yang beroperasi di wilayah kekuasaannya. Paresebut erat kaitannya

dengan pendekatan ekonomi politik, yang mana petdekekonomi selalu

berhubungan dengan masalah yang berkaitan dendmmbegaan dan transaksi
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dalam kerangka mekanisme pasar, dapat dilihatidariekonomi politik terbuka
untik memahami masalah, fenomena dan kelembagaapasar, termasuk
melihat peran negara di dalam kegiatan dan transk&somi.

Istilah ekonomi politik pertama kali diperkenalkaleh penulis Perancis
Antony ne de Montchetien, sedangkan dalam bahaggishpenggunaan istilah
ekonomi politik diperkenalkan oleh Sir James SteuRgara ahli ekonomi politik
mengembangkan ide tentang keperluan negara untukstimellasi kegiatan
ekonomi. Pasar dianggap belum mampu berkembanghggghi pemerintah
mempunyai tanggungjawab untuk memberikan perlindondepada pelaku
ekonomi dari kompetisi. Ilmu ekonomi dan ilmu piélisangat berlainan, dalam
pengertian di antara keduanya memiliki alat argdigdiri-sendiri.

Menurut Carlk dalam Yustika (2009:8-9) antara ekonalan politik dapat
disandingkan dengan pertimbangan keduanya merpildges yang sama. Kedua
pokok ini sama-sama miliki perhatian terhadap ®u-isebagai berikut:
mengorganisasi dan mengordinasi kegiatan manusiangefla konflik,
mengalokasikan beban dan keuntungan, dan menyedikiegpuasan bagi
kebutuhan dan keinginan manusia.

Berdasarkan pemahaman diatas pendekatan ekonomiitik pol
mempertemukan bidang ekonomi dan politik dalam dlakasi sumber daya
ekonomi dan politik untuk dapat memenuhi kebutulmaasyarakat. Menurut
Caporaso dan Levine dalam Yustika (2009:7) “Penidekakonomi politik
sendiri secara definitif dimaknai sebagai interetlisantara aspek, proses, dan
institusi politik dengan kegiatan ekonomi (produksvestasi, penciptaan, harga,

perdagangan, konsumsi)’. Dengan melihat definisiadi pendekatan ekonomi

politik mengaitkan seluruh penyelenggaraan pobakk yang menyangkut aspek,
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proses maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonang gilakukan oleh
masyarakat ataupun yang dikoordinir oleh pemerintah

Selanjutnya, Gamble dalam Wahab (1999:9) menjetasiedtan antara
proses poltik dan ekonomi sebagai berikut: “Prqeeses politik dan ekonomi
beserta semua lembaga-lembaganya sesungguhnyay dafkeit karena itu
haruslah dipelajari sebagai suatu kesatuan dak tgerlukan sebagai sesuatu
bidang yang terpisah”. Didalam hubungan masyardkaigan masyarakat lain
dalam persaingan usaha diperlukan peran dari petakriselakustakeholders
untuk menengahi setiap permasalahan yang akan msewaktu-waktu dalam
usahanya. Dengan berbagai permasalahan dari dsal@uperan dari negara
sangat diperlukan. Dengan melihat kajian ekonomilitio negara sering
dijadikan sebagainit of analysis Pendekatan ekonomi politik dipandang mampu
untuk menangkap kondisi riil yang hidup di masyatakkhususnya dinamika
sosial politik antar kelompok masyarakat.

Dalam usaha penggilingan padi di suatu wilayah rikimperaturan
sendiri-sendiri, untuk wilayah Kabupaten Kediri ki dari pemerintah telah
tertuang didalam Peraturan Daerah Kabupaten Ké&tbrnor 23 Tahun 2001
tentang Retribusi Perusahaan Penggilingan PadieHdan Penyosohan Beras
serta Mesin Perontok Padi dan Jagung di KabupatediriK serta dalm
pelaksanaannya pemerintah Kabupaten Kediri mengguna petunjuk
pelaksanaan dari Keputusan Bupati Kabupaten Ké&tbhrmor 841 Tahun 2002
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah NbaRG8n 2001. Di dalam

perda tersebut disebutkan bahwa orang atau badag yaengusahakan
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perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosobamas di daerah
berkewajiban untuk mendaftarkan usahanya melahipgda Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu Kabupaten Kediri sehingga sepiemilik usaha mempunyai
hak untuk mendapatkan pembinaan, pengaturan dagepealian terhadap

operasional usaha penggilingan padi, huller daggsohan beras.

G. Prespektif Penelitian

Saat ini kebutuhan masyarakat semakin meningkatutdiidengan
kemajuan teknologi yang ada sehingga masyarakatginginkan untuk
mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat. Halgai terjadi dalam dunia
usaha penggilingan padi di wilayah Kabupaten Kediasyarakat membutuhkan
tenaga penggilingan padi dengan pelayanan yand leaik dari sebelumnya
sehingga memunculkan kreativitas dari penggilingadi lain untuk mendapatkan
konsumen lebih cepat yaitu dengan memunculkan géergan padi keliling.

Pemerintah selakstakeholderderusaha memberikan kesempatan kepada
pengusaha penggilingan padi keliling untuk dapalakukan usahanya dengan
baik, sesuai dengan konsemod governancepemerintah sebagai pengguna
otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola muaya demi pembangunan
sosial ekonomi yang diterapkan pada masyarakatg&emunculnya kreativitas
penggilingan padi keliling belum adanya kesadaram genggilingan padi
keliling untuk memproses usahanya agar memiliki @éngan berbagai macam
alasan, hal ini akan menjadi sebuah masalah apadriéan dari pemerintah daerah

khususnya kantor yang menaungi perijinan dua udehsebut tidak dapat
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berfungsi sesuai dengan tugasnya yang tertuangmd&faraturan Daerah
Kabupaten Kediri yaitu sebagai pengawasan, pemibirse&ta pengendalian
terhadap operasional penggilingan padi keliling dznetap karena telah jelas
bahwa salah satu fungsi dari pemerintah adalabsfyrengaturan, yang salah satu
pengaturan dilakukan oleh aparatur pemerintah hagsddjinan.

Dalam permasalahan penggilingan padi keliling diayah Kabupaten
Kediri diperlukan pengendalian manajemen oleh Karelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Kediri terkait banyaknya usaheggiéngan padi keliling
yang tidak memiliki izin dengan berbagai macam gepengendalian serta
pengawasan dan pembinaan dari pemerintah agar satakjuntnya dari usaha
penggilingan padi keliling berinisiatif untuk meidtan izin di Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri.



BAB llI

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitiain ailalah metode
penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Cooper laa Sopiah (2010:21)
penelitian dengan penelitian deskriptif adalah pgae yang dilakukan untuk
mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu vaglahtau lebih (independen)
tanpa membuat perbandingan dengan variabel laianjggya, J.W. Creswell
dalam Sopiah (2010:24) menyebutkan bahwa peneligsngan metode deskriptif
adalah metode penelitian yang berusaha mengganmbdakemenginterpretasikan
objek apa adanya. Maksudnya disini adalah penelmian-eksperimen karena
peneliti tidak melakukan kontrol dan tidak memaiagu variabel penelitian.
Dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan metodé&riif adalah penelitian
terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saatin suatu populasi yang
meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapatatsp individu, organisasi,
keadaan atau prosedur. Tujuan dari penelitian gegkadalah menggambarkan
secara sistematis fakta, objek atau subjek apa yadasengan tujuan
menggambarkan secara sistematis fakta dan kastkierbjek yang diteliti secara
tepat.

Moleong dalam Prastowo (2011:23) menyatakan bahwaeljian
kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untukmmahami fenomena tentang

apa yang dialami oleh subjek penelitian secarastiloldan dengan cara deskriptif

42
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dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatukkditesus yang alamiah dan
dengan memanfaatkan barbagai metode ilmiah. Kesampyang dapat diambil
tentang penelitian deskriptif kualitatif adalah $edur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa Kedga tertulis atau lisan dari

orang-orang dan perilaku yang diamati.

B. Fokus Penelitian
Menurut Sugiyono dalam Prastowo (2011:134) pembatasasalah dan
topik dalam penelitian kualitatif lebih didasarkgrada tingkat kepentingan,
urgensi danfeability masalah yang akan dipecahkan, selain juga faktor
keterbatasan tenaga, dana, dan waktu. Selanjutrglaamdad Ali mengatakan
bahwa membatasi penelitian adalah sebagai upayagtaesan dimensi masalah
atau gejala agar jelas ruang lingkup dan batasam gkan diteliti.
Adapun fokus dari penelitian ini adalah sebagaikier
1. Pengendalian dalam manajemen penggilingan padilingelidi
Kabupaten Kediri
a. Pengendalian operasional terhadap pengusaha pegggil padi
keliling.
b. Pembinaan terhadap pengusaha penggilingan palingeli
c. Pengawasan terhadap pengusaha penggilingan paidig<el
2. Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pengemdghng
dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadhugaten Kediri

dalam manajemen penggilingan padi keliling di Kaddep Kediri
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a. Faktor internal

b. Faktor eksternal

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Penentuan lokasi merupakan suatu kegiatan yangatsdregpengaruh
terhadap pengambilan data secara optimal. Peneltkasi penelitian dilakukan
secara sengajapyrposive sampling yaitu penentuan lokasi penelitian yang
diambil secara sengajgerdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentuaisesu
dengan rumusan dan tujugrenelitian. Dalam penelitian ini, adapun lokasi
penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat untekgadakan penelitian yaitu
Kabupaten Kediri.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat diman&lipemenangkap
keadaan yang sebenarnya dari obyek yang ditetitapin yang menjadi situs dari
dalam penelitian ini adalah :

1. Kantor Pelayanan dan Perijinan Kabupaten Kediri.

2. Desa Kepuhrejo.

Peneliti mengambil lokasi dan situs di Desa Kepjhréan Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri kanglaggah Kabupaten Kediri
merupakan salah satu daerah yang memiliki prodaksiman pangan khususnya
padi yang selalu mengalami peningkatan setiap tafanSelain itu lokasi
penelitian merupakan wilayah dimana peneliti tingddnarapakan data yang

didapatkan lebih akurat dan optimal.
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D. Sumber Data
Sumber data yang mendukung jawaban permasalaham gahelitian ini
dengan cara sebagai berikut.
1. Sumber data primer
Data primer merupakan sumber data penelitian y@peyaleh secara
langsung dari sumber asli (tidak melalui perantdb&ta primer dapat berupa
opini subyek (orang) secara individu maupun keloknpbasil observasi
terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegid#an hasil pengujian.
Adapun subyek sebagai sumber data primer yaitu :
a. Pegawai Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabuopate
Kediri.
b. Pengusaha penggilingan padi keliling maupun mendit@esa
Kepuhrejo yaitu: Bapak Lamidi, Bapak Arifin dan B&p
Mujiono.
c. Masyarakat Desa Kepuhrejo yaitu: Bapak Suryani, aRap
Sukarno dan Ibu Sutatik.
2. Sumber data sekunder
Yaitu data yang diperoleh dari catatan-catatan,upukakalah, dan
lain-lain terutama yang berkaitan dengan permaaalgtenelitian. Data yang
lain juga didapat dari arsip, sebagai sumber dakand bentuk dokumen, data
statistik dan naskah-naskah yang telah tersed@rdéémbaga atau instansi

yang berhubungan dengan penelitian ini.
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Adapun data sekunder yang digunakan adalah:

a. LAKIP Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupakediri
Tahun 2011

b. Buku data profil Desa Kepuhrejo Tahun 2010

c. Buku Profil Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kuten
Kediri

d. LPPD Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu KabupatedirK
Tahun 2011

e. Buku panduan proses dan prosedur perizinan

E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yanggatrategis dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian leddamendapatkan data.
Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagagédberbagai sumber, dan
berbagai cara.Sementara itu, Nasution dalam Andi Prastowo (2@)1:4
menjelaskan bahwa dengan peneliti terjun langsumlg l&pangan untuk
mengadakan observasi atau wawancara data yangathkdaplangsung atafirst
hand Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, giinmenggunakan
empat teknik pengumpulan data antara lain:
1. Observasi (pengamatan), Data yang dikumpulkan atemgelakukan
observasi, peneliti dapat langsung terjun ke lapartan mendapatkan
data langsung berdasar pada kenyataan. Dengan mainga

operasional pengusaha penggilingan padi kelilinggyderada di
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sekitar Desa Kepuhrejo serta proses pengendalian Kiantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri.

2. Interview (wawancara), esterberg dalam sugiyono 092(B)
mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu waksanc
terstruktur, semistruktur, dan tidak terstruktural&n penelitian ini,
peneliti melakukan wawancara kepada orang-orang igtibat, antara
lain: para pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpdabupaten
Kediri seperti Kasi Informasi dan Pengaduan sertsi KPelayanan
Perizinan, pengusaha penggilingan padi keliling caenetap seta
masyarakat Desa Kepuhrejo. Sebelum melakukan pieanelpeneliti
telah mempersiapkan informasi yang sudah didapaimd&umpulan
pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif Famaya juga telah
peneliti siapkan.

3. Dokumentasi, bentuk dari dokumntasi yang penelithakan adalah
arsip-arsip atau bahan-bahan dari Kantor Pelay®eaizinan Terpadu
Kabupaten Kediri, dokumen dari Desa Kepuhrejo stata-foto dari

penggilingan padi keliling dan menetap.

F. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat bantu yang diganakeh peneliti untuk
mengumpulkan data atau informasi. Dalam penelitidtrumen yang digunakan

harus mempunyai kualitas yang tinggi supaya dalangpmpulan data kualitas
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yang dihasilkan berkualitas. Dalam penelitian @miig instrumen yang digunakan
adalah :

1. Peneliti itu sendiri, peneliti sebagai instrumenusanampu menguasai
wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapanelgenuntuk
memasuki obyek penelitian baik secara akademik malqmistiknya.

2. Pedoman wawancaraeneliti melakukan wawancara kepada orang-
orang yang ada didalamnya, seperti para staf pegddRPT
Kabupaten Kediri dan pengusaha penggilingan padiiinge dan
menetap di Desa Kepuhrejo. Sebelum melakukan pemelpeneliti
telah mempersiapkan informasi yang sudah didapamd&umpulan
pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif maya juga telah
peneliti siapkan.

3. Catatan lapangan, catatan lapangan dijadikan oéstelipi sebagai
tulisan yang berisi hal-hal yang menarik yang diierpeneliti di
lapangan.

4. Alat-alat atau media yang dipakai seperti kameragyaembantu
peneliti menyimpan data pada waktu peneliti melakugeneliti pada

penggilingan padi keliling dan menetap di Desa Kepjo.

G. Analisis Data
Analisis data merupakan bagian yang amat pentifegrdauatu penelitian,
karena melalui proses ini data-data yang telahndgalkan akan dapat berarti dan

bermakna yang sangat berguna dalam memecahkanamatabm penelitian.
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Analisis data adalah suatu penyederhanaan kedalata pola atau bentuk yang
lebih mudah untuk diinterpretasikabalam penelitian ini peneliti menggunakan
model analisis data dari Miles dan Huberman (1982yang mana memiliki tiga
alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yatluksi data, penyajian data,
penarikan kesimpulan. Tahapan dalam penelitiaadalah sebagai berikut:
1. Reduksi data
Reduksi data berlangsung terus menerus selamaesprpsnelitian
berlangsung. Sebelum melakukan penelitian, perseldah melakukan
kerangka konseptual wilayah, permasalahan pemelitidan
pengumpulan data yang akan dipilih dan akan bertaejus sesudah
penelitian berlangsung, bahkan sampai laporan déhgkap tersusun.
Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yaegajamkan,
menggolonkan, mengarahkan, membuang yang tidaku,peatén
mengorganisasi data dengan cara sedemikian ruggehikesimpulan-
kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Penyajian data,
Penyajian data adalah sekumpulan informasi yangugen yang
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulanpdagambilan
tindakan. Semuanya dirancang guna menggabungkammasi yang
tersusun dalam suatu bentuk padu dan mudah ddaitgan demikian

peniliti dapat menarik kesimpulan yang benar.
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3. Menarik kesimpulan
Dari proses reduksi data dan penyajian data pemgpat menarik
kesimpulan secara longgar dan tetapi terbuka dammdskan secara
terperinci.
Dari uraian diatas, makdalam penyajian data dan dalam penulisan
skripsi peneliti merujuk pada point-point diatashisigga diharapkan skripsi yang
dibuat lebih terarah dalam proses penulisanya. digambarkan komponen-

komponen tersebut akan terlihat sebagai berikut :

Pengumpulan
date

Penyajian data

Reduksi
date

Kesimpulan-kesimpulan:

Penarikan/verifika:

Gambar 2
Analisis Data
Sumber: Miles dan Huberman (1992:20)



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum
1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri

a. Profil Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu KabupatenKediri

Berdasar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tenRemerintah
Daerah. Pemerintah Kabupaten Kediri beserta aparatituntut lebih dekat dan
dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, matitiif dan efisien kepada
masyarakat yang selama ini masih sering menjadihkel masyarakat. Dari
keluhan tersebut sehingga pemerintah Kabupaterriketiih membentuk Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT).

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kgdirg beralamat di
Jalan Soekarno Hatta Nomor 14 Kediri ini adalahtésapusat pelayanan umum
terpadu satu atap yang merupakan salah satu bempaga pelayanan prima
pemerintah kabupaten kediri untuk menciptakan ikjiamg mendorong kearah
terciptanya keseragaman pola langkah penyelenggg@ayanan oleh aparatur
pemerintah kepada masyarakat dan agar adanya &etenmp yang terkoordinasi
dalam proses pemberian perizinan maupun non panzisehingga masyarakat
dapat menerima pelayanan yang berorientasi padatld&n dan kepuasan

penerima pelayanan.

51
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b. Visi dan Misi
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ked@mpunyai visi
dan misi yang menjadi pendukung dalam kegiatanypakn perizinan kepada
masyarakat. Visi dan misi tersebut antara lain:
1. Visi: “Terwujudnya masyarakat kabupaten kediri yaaglar akan
hak dan kewajiban dalam bidang perizinan”.
2. Misi:

a. Melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan masyaraka
berbangsa, bernegara sebagai wujud keimanan dagwkan
kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditadefejan
terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papém se
terwujudnya keluarga sehat.

c. Menumbuh kembangkan aktivitas pendidikan formdbrimal
dan nonformal untuk meningkatkan sumberdaya genenaga
sebagai upaya mencapai tujuan mencerdaskan kehidupa
bangsa.

d. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat aka
pola hidup sebagai langkah nyata menuju keluangatsea.

e. Membangun pemahaman atas hak asasi manusia, gotong
royong dan toleran dalam rangka menciptakan suaziangan,

tertib, damai di masyarakat.



53

f. Mengembangkan industri dan perdagangan berbadiangzer
yang berorientasi pada mekanisme pasar bersamaakopl@an
UKM.

g. Menggalakkan promosi disektor pariwisata, produsdpk
home industri, pertanian, perkebunan, perikanan ldigmlain
ditingkat regional, nasional dan global.

h. Menciptakan suasana kondusif sehingga membuat ueduid
masyarakat menjadi tentram.

I. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, beawa,
bebas KKN, transparan, akuntabel, responsif teghada
permasalahan masyarakat sebagai upaya meningkatkan

pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

c. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Kediri

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabuplééstiri, beralamat
di Jalan Soekarno Hatta No.14 Kediri. Tugas, fundgn struktur organisasi
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) KabupKeiri didasarkan pada
Keputusan Bupati Kediri Nomor 69 Tahun 2001 tent®egjabatan Tugas dan
Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Kedim Keputusan Bupati
Nomor 841 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewedwmnagla Kepala Kantor
Koordinator Kecamatan dan Kepala Kantor PelayaraanRErizinan Terpadu di

Kabupaten Kediri. Dengan dikeluarkannya Peraturamd?®intah Nomor 41
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Tahun tentang Organisasi Perangkat Daerah sedandgbaya untk peningkatan
kinerja Pemerintah Daerah, dilaksanakan penatalamkegaan daerah dengan
dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 200@ng Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpaahuldaten Kediri.

Tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Perizinampddu Kabupaten
Kediri berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor B&hun 2008 sebagai
berikut:

1. Tugas dari Kepala Kantor Pelayanan Perizinan TerpdtPPT)
Kabupaten Kediri melaksanakan penyusunan dan @elaks
kebijakan daerah dibidang pelayanan da perizinaralar®
melaksanakan tugas tersebut Kepala menyelenggaiahgsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan denipan;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemernintigaah
dibidang pelayanan dan perizinan;

c. Pembinaan dan pelaksaan tugas dibidang pelayangpedainan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bujstiaa dengan
Peraturan Perundang-Undangan.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas nielaku
penyusunan rencana program dan pelaporan, mengeloiaistrasi
kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, sarana akargma. Dalam
melaksanakan tugas tersebut dimaksud Kepala SubrBagta Usaha
menyelengarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan program dan pelaporan;
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b. Penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawedéan
keuangan;

c. Persiapan bahan pengelolaan urusan rumah tanggansunyurat,
kearsipan, hubungan masyarakat dokumentasi dangiakaan;

d. Penyiapan bahan pelaksanaan analisa jabatan dan ketja;

e. Penyiapan bahan pengordinasian kegiatan seksi;

f. Pelaksanaan pengadaan, penitribusian, pengadmiaiiradan
pemeliharaan sarana dan prasarana;

g. Penyiapan bahan pengordinasian penyusunan Peraturan
Perundang-Undangan bidang pelayanan dan perizinan;

h. Penyiapan bahan daan pelaksanaan monitoring dahluasva
program, kepegawaian, keuangan, umum, hubungananaksy,
da perlengkapan;

i. Pelaksanaan tugas lain yang dberkan oleh KepaloKa#suai
dengan Peraturan Perundang-Undangan.

. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan mempiugyes

melakukan penyusunan program kerja, mengembangksemsdan

prosedur pelayanan dan perizinan. Dalam melaksanakgas
dimaksud kepala seksi Perencanaan dan Pengembangan
menyelenggarkan fungsi dalam hal:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis opaedsio

b. Penyiapan bahan penyusunan rncana program  pessncaan

pengembangan;
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c. Penyiapan bahan inventarisasi dan pendataan gmsgerizinan;

d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evalles
pelaporan perencanaan dan pengembangan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepalatdf sesuai
dengan Peraturan Perundang-Undangan.

4. Kepala Seksi Pelayanan dan Perizinan mempunyas togdakukan
penyusunan  program  kerja, memproses perizinan dan
mengkoordinasikan tim teknis perizinan. Dalam medalakan tugas
dimaksud Kepala Seksi Pelayanan dan Perizinan rfeaggarakan
fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan perizinan;

b. Penyiapan bahan penyusunan rencana program pefayana
perizinan;

c. Penyiapan bahan pengelolaan berkas permohonankiaiaksi,
verifikasi dan memroses berkas sampai dengan dkennya
izin;

d. Penyiapan bahan pengordinasian tim teknis perizinan

e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan peninjauan lokasi d
penyusunan berita acara pemeriksaan;

f. Penyiapan bahan pengelolaan dan analisa data peflaya
perizinan;

g. Pelayanan bahan dan pelaksanaan monitoring, evatlems

pelaporan pelayanan perizinan;
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Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kegatdor sesuai

dengan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan mempunyas togdakukan

penyusunan program Kkerja, mengelola informasi dangaduan

masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dimaksud &epaksi

Informasi dan Pengaduan menyelenggarkan fungsi:

a.

b.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan informasi dagguuan;
Penyiapan bahan penyusunan program informasi dagapean;
Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan pangadu
masyarakat;

Penyiapan bahan pengordinasian tim teknis dan aistansi
tekait;

Penyiapan bahan pelaksaan bimbingan teknis;

Penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama daerah Ipdiygnan
dan perizinan;

Penyiapan bahan dan pelaksanaan sosialisasi pataydan
perizinan;

Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring evaldasi
pelaporan informasi dan pengaduan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepalatdf sesuai

dengan Peraturan Perundang-Undangan.
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d. Mandat Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu KabupatenKediri
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten KediroN8mTahun 2008
tentang Susunan Organisasi, Kantor Pelayanan Ramizierpadu Kabupaten
Kediri merupakan lembaga perangkat daerah yangadiiséanggung jawab dan
wewenang sebagai unsur pendukung Kepala Daeraim dadlang pelayanan dan
perizinan yang sesuai dengan kedudukannya berddavaln dan bertanggung
jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daddalam melaksanakan
tugas pokok urusan pemerintahan dalam bidang parniziKantor Pelayanan
Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi sebagiui:
1. Pelaksanaan penyusunan program;
2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
3. Pelaksanaan koordinasi proses pelayana perizinan;
4. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
5. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayariaiman;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dasesuai

dengan tugas dan fungsinya.

e. Jenis Pelayanan Perizinan di Kantor Pelayanan Perigan
Terpadu Kabupaten Kediri
Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu KabupateliriKeesuai tugas
dan fungsinya dalam pelaksanaan penyeenggaraarapatapublk dalam bidang
perizinan berperan untuk menciptan ikim yang meowigrkearah terciptanya

keseragaman pola langkah penyelenggaraan pelaydn aparatur pemerinah
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kepada masyarakat dan agar tercipta keterpaduanteekoordinasi dalam proses
pemberian perizinan maupun non perizinan. Tercyataoptimlisasi pelaksanaan
pelayanan publik khususna dalam bidang perizindrgradpkan mampu memacu
peningkatan iklim investasi di daerah sehingga rees@nifikan dapat menjadi
pendorong bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menangani itera lain :
1. Izin mendirikan bangunan:
a. Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No@énor
Tahun 1999 Tentang Retribusi I1zin Mendirikan Baragun
b. Keputusan Bupati Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Pargab
Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Kediri;
c. Keputusan Bupati Kediri Nomor 841 Tahun 2001 Tegtan
Pedelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor Kododina
Kecamatan dan Kepala KPPT Kabupaten Kediri.
2. lzin undang undang gangguan (HO):
a. Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor Buha
1999;
b. Keputusan Bupati Kediri Nomor 841 Tahun 2001 Tegtan
Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor Kadodin
Kecamatan dan Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan

Terpadu.
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. lzin reklame:

a. Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No&or
Tahun 2006 tentang Pajak Reklame;

b. Keputusan Bupati Kediri Nomor 841 Tahun 2001 Tegtan
Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor Kadadin
Kecamatan dan Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan
Terpadu.

. lzin pemakaian kekayaan daerah:

a. Dasar hukum Perauran Daerah Nomor 24 Tahun 2001;

b. Keputusan Bupati Kediri Nomor 841 Tahun 2001 Tegtan
Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor Kadodin
Kecamatan dan Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan
Terpadu.

. 1zin pengelolaan bahan galian golongan c (izin gmebiangan

rakyat):

a. Dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1998;

b. Keputusan bupati nomor 351 tahun 1998 tentang kué&da
nomor 14 tahun1998;

c. Keputusan Bupati Kediri Nomor 841 Tahun 2001 Tegta
Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor Kadodin
Kecamatan dan Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan

Terpadu.
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6. lzin pemanfaatan air bawah tanah dan air permuk@zn
pengeboran air tanah):

a. dasar hukum Keputusan Menteri Energi dan SumberaDay
Mineral Nomor 1451/10/MEM/2000

b. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998 tentang pajak
pemanfaatan air bawah tanabh;

c. Keputusan Bupati Kediri Nomor 841 Tahun 2001 Tegtan
Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor Kadadin
Kecamatan dan Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan
Terpadu.

7. lzin penggilingan padinuller):

a. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;

b. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Retrib
Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan PenyosBkaas
Serta Mesin Perontok Padi dan Jagung di KabupageiiriK

c. Keputusan Bupati Kediri Nomor 841 Tahun 2002 Tegtan
Juklak Perda No 23 Tahun 2001;

d. Keputusan Bupati Kediri Nomor 841 Tahun 2001 Tegtan
Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor Kadadin
Kecamatan dan Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan

Terpadu.
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8. lzin pemakaian tanah pengairan:
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a. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 Tentang Retrib

Pemakaian Tanah Pengairan Yang Dikuasai

Kebupaten Kediri;

Pemerintah

b. Keputusan Bupati Kediri Nomor 560 Tahun 2002 Tegtan

Juklak Perda Nomor 27 Tahun 2001

c. Keputusan Bupati Kediri Nomor 841 Tahun 2001 Tegtan

Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor Kadodin

Kecamatan dan Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan

Terpadu.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kedalam hal

pelayanan

perizinan

kepada masyarakaiaragikan dapat

melakanakan standart pelayanan minimal. Pelayanamal itu dapat dilihat

dari Surat Keputusan izin yang dikeluarkan oleh tarPelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Kediri. Data Surat Keputusan yzing dikeluarkan mulai

tahun 2009 hingga 2011 sebagai berikut:

Tabel 2

Data Surat Keputusan Izin Kantor Pelayanan PenZirexpadu
Kabupaten Kediri

No Jenis lzin 2009 2010 2011
1 | 1zin mendirikan bangunan 760 733 734
2. | 1zin gangguan (HO) 223 208 217
3. | Izin reklame 586 500 576
4. | Izin penggilingan padi/huller 19 17 16
5. | Izin pemakaian kekayaan dae 117 87 93

6. | Izin pemakaian air tan 45 20 23

7. | 1zin barang tambang 283 220 226
8. | Jumlah 2033 1785 1885

Sumber: Data Kantor Pelayanan Perizinan Terpadupabn Kediri



63

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa Kantor Ralay Perizinan Terpadu
Kabupaten Kediri dari tahun 2009 sampai tahun 2@&hgalami perubahan pada
tiap jumlah surat keputusan izin yang dikeluarkiumlah paling banyak tahun
2009 (2033), selanjutnya 2011 (1885), 2010 dengarigh (1785). Pada tahun
2011 izin yang paling tinggi adalah izin reklam&@&p selanjutnya izin barang
tambang (226), izin gangguan/HO (217), izin pemmkdiekayaan daerah (93),
izin pemakaian air tanah (23) dan izin yang palirepdah adalah izin

penggilingan padduller (16).

f. Prosedur Perizinan pada Kantor Pelayanan PerizinanTerpadu
Kabupaten Kediri
Dalam melakukan proses perizinan masyarakat harwsmemuhi
persyaratan serta mengikuti alur dari mekanisme-tiégp jenis perizinan yang
ditangani oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadbuiaten Kediri. Berdasar
pada buku panduan Kantor Pelayanan Perizinan TerfdBPT) Kabupaten
Kediri prosedur perizinan pada setiap usaha menmigkanisme yang berbeda,
prosedur tersebut antara lain:
1. 1zin mendirikan bangunan.
1) Persyaratan:
a. Mengisi formulir;
b. Fotocopy KTP, akta pendirian perusahaan dan NPWP;

c. Gambar teknis bangunan dan perhitungan konstruksi;

Q

Persetujuan tetangga;
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3)

64

e. Fotocopy surat tanah, rekomendasi pemanfaatan damg
SK izin lokasi;
Waktu penyelesaian: standart waktu penyelesaiarikérja.

Masa berlaku: selamanya selama tidak ada perubahan

2. lzin gangguan (HO).

1)

2)

3)

Persyaratan:

a. Mengisi formulir;

b. Fotocopy KTP, IMB yang dilegalisir, akte pendirigang
dilegalisir, bukti kepemilikan tanah;

c. Surat persetujuan tetangga;

d. Rancangan tata letak instalasi mesin/peralatan dan
perlengkapan pembangunan industri;

e. Ragam alat ragam proses produksi dilengkap bahan
bakar/penunjang dan bagan alur pengolahan limbah;

f. Membuat upaya pengolahan lingkungan (UKL) dan upaya
pemantauan lingkungan (UPL) bagi industri yang Katg
polusinya rendah;

g. Bagi industri yang tingkat polusinya tinggi membuat
AMDAL.

Waktu penyelesaian: 26 hari kerja.

Masa berlaku: selama perusahaan melakukan usaldarya

setiap 3 tahun harus melakukan daftar ulang.
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3. lzin reklame.

1) Persyaratan:

a.

b.

Mengisi formulir;

Surat keterangan pajak dan pembayarannya;

Rekomendasi dari SATPOL PP;

Gambar denah rencana letak pemasangan reklame dan
perhitungan kontruksi untuk reklame permanen;

Surat keterangan persetujuan pemilik lahan atau

dinding/tembok.

2) Waktu penyelesaian: 5 hari kerja.

3) Masa berlaku:

a.

b.

Reklame permanen berlaku minimal 1 tahun;

Reklame insidentil berlaku sesuai surat izin.

4. lIzin pemakain kekayaan daerah.

1) Persyaratan:

a.

b.

C.

d.

Mengisi formulir;
Fotocopy KTP 2 lembar;
Rekomendasi dinas terkait;

Keterangan jenis kekayaan daerah.

2) Waktu penyelesaian: 10 hari kerja.

3) Masa berlaku:

a.

b.

Pemakaian tanah permanen berlaku 2 tahun;

Tanah tidak permanen berlaku sesuai izin;
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c. Tanah pengairan berlaku 1 tahun.

5. lzin penggilingan padi/huller dan penyosohan beras.

1) Persyaratan:

a.

b.

Mengisi fomulir;

Fotocopy KTP, NPWP, IMB yang dilegalisir, 1zin H@kte
pendirian yang dilegalisir, bukti kepemilikan tapah

Surat persetujuan tetangga;

Rancangan tata letak instalasi mesin/peralatan dan

perlengkapan serta pembuangan limbah.

2) Waktu penyelesaian: 26 hari kerja.

3) Masa berlaku: selama perusahaan melakukan usaldarya

setiap 3 tahun harus melakukan daftar ulang.

6. lzin pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

1) Persyaratan:

a.

b.

e.

f.

Mengisi formulir;

Fotocopy KTP, NPWP, akte pendirian badan usaha;
Peta lokasi skala 1:1000 diketahui dinas teknis;
Status kepemilikan

Rencana pengelolaan lingkungan (RKL);

Persyaratan lain yang dibutuhkan.

2) Waktu penyelesaian: 30 hari kerja.

7. lzin pengelolaan bahan galian golongan C.

1) Persyaratan:
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a. Mengajukan permohonan diketahui oleh desa dan ¢amat

b. Rencana kerja;

c. KTP dari tenaga ahli;

d. Peta lokasi skala 1:1000 diketahui dinas teknis;

e. Persyaratan sanggup mereklamasi diketahui desa dan
camat;

f. Status kepemilikan.

2) Waktu penyeleseaian: 30 hari kerja
8. lzin usaha jasa kontruksi.
1) Persyaratan:

a. Surat permohonan;

b. Fotocopy sertifikat badan usaha, akta pendirian dan
perubahan perusahaan, NPWP, surat keterangan tdomisi
prusahaan, gambar situasi/posisi/tempat lokasokant

c. Foto papan nama perusahaan/kantor.

2) Waktu penyelesaian: 14 hari kerja.
Dalam prosedur perizinan setiap pengusaha yang akelakukan
perizinan harus mengikuti prosedur mekanisme yatahtdibuat oleh Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri, puosenekanisme tersebut

adalah sebagai berikut:



Persyaratan tidak lengkap

l— dikembalikan untuk dilengkapi

A

4_
Urusan Permohonan
Informasi asuk ke Lengkap Pemantaua
Pengembalian Kantor Setujui atau n lapangan
g Wau} blangko |— diproses oleh tim
J Pelayanan —
Perizinan [ >
Terpadu
Proses penertiban SK perizinan SETUJU
«— D
Surat penolakan dari Kantor TIDAK SETUJU
Pelayanan Perizinan Terpadu | < | «—

Gambar 3

perizinan —l

Mekanisme Atau Alur Pelayanan Perizinan pada KakRPT Kabupaten Kediri
Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pentahan Tahun 2011
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Kekuatan sumber daya yang ada di Kantor Pelayar&anifan Terpadu

Kabupaten Kediri, baik yang berupa sumber daya sianmaupun sarana dan

prasarana penunjang terdiri dari:
1. Jumlah Pegawali
Kepala Kantor
Kasubag TU
Kasi Perencanaan dan Pengembangan
Kasi Pelayanan dan Perizinan
Kasi Informasi dan Pengaduan
Staf/Pegawai

(PNS= 18 orang, CPNS= 3 orang)

: 1 Orang

: 1 Orang

: 1 Orang
: 1 Orang
: 1 Orang

- 16 Orang

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kantor Patay Perizinan Terpadu

Kabupaten Kediri dapat dilihat dari tingkat penlai yang dimiliki oleh para

pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabopéadiri, dapat dilihat dari

tabel dibawah ini:

Tabel 3
Tingkat Pendidikan Pegawai Tahun 2011
No Tingkat pendidikan Jumlah

1.| Pasca sarjana 2
2.| Sarjana 12
3.| SLTA 6
4. SD 1
Total 21

Sumber: LPPD Tahun anggaran 2011

Dari data diatas, Kantor Pelayanan Perizinan Tergéabupaten Kediri

untuk masa kinerja tahun 2011 memiliki sumber dagausia yang berjumlah 21
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orang dengan rincian 18 orang PNS dan 3 orang CPN§kat pendidikan pada
tiap pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpaduupaten Kediri sebagai
berikut: pasca sarjana dengan jumlah 2 orang,reaj@ orang, SLTA 6 orang,
SD 1 orang.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 34 Tah08 2&ntang
Susunan Organisasi, Kantor Pelayanan PerizinanadiargKabupaten Kediri
dibagi atas beberapa lembaga perangkat daerahdjgarghi tanggung jawab dan
wewenang sebagai unsure pendukung Kepala Daeraim dédang pelayanan dan
perizinan. Untuk itu struktur organisasi Kantor &@lnan Perizinan Terpadu
(KPPT) Kabupaten Kediri berdasarkan Peraturan Bugediri Nomor 60 Tahun

2008 pada gambar 4 dibawah.



Kepala Sub Bagian Tata

Indiyah Setiani, SHMM.

Kepala kantor
Joko Suskiono, SH. MM

Usaha

Kelompok Jabatan
Fungsional

Kepala Seksi Perencanaan Kepala Seksi Pelayana Kepala Seksi Informasi
| | dan Pembangunan Perizinan dan Pengaduan
Dyah. K. ST. H4 Indiah. K. P Budi Jatmiko, S. Sos Rahayu, SE. Al-Indah, S.Sos.
i
Zaky.Z. S ||| Denny. S !
Sri Winarti, SE. { :
: il : ! Ichwanto, SH Eva Dayanti, SE|
Istin. R Indiah. K. F Tim teknis
Hendra, SI [ Henn.R Nanik Hariyani Rigen Prameharti, ST
Ma'ruf, SE Andi Setiawan Pipit Novie M.
Gambar 4

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan dduiKabupaten Kediri Tahun 2011

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Panteh Tahun 2011




2. Sarana dan Prasarana

72

Tabel 4
Jumlah sarana dan prasarana pada kantor pelayanaimgn
terpadu
No Jenis Barang Satuan Jumlah
1. | Kompute Unit 10
2. | Laptop Unit 2
3. | Printer Unit 10
4. | Meja Kerja Buah 30
5. | Kursi Kerja Buah 50
6. | Sofa Buah 1
7. | Kursi Tamt Bual 2
8. | Motor Operasion:i Unit 2
9. | Mobil Operasional Unit 5
10. | Lemari Arsip Buah 14
11. | Rak Arsip Buah 2
12. | Filling Kabinet Buah 7
13. | Lemari Perpustakaan Buah 2
14, | AC Split Unit 4
15. | Televis Unit 3
16. | Mesin Ketik Unit 2
17. | Lamari Katalog Buah 1
18. | Brankas Buah 2
19. | LCD Proyektor Unit 1
20. | Telepot Unit 2
21. | Faximile Unit 1
22. | Kamera Digita Unit 2
23. | Kipas Angin Unit 2

Sum-ber: Data Barang Inventaris KPPT Tahun 2011

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Kantor PelagaPerizinan Terpadu
Kabupaten Kediri memiliki sarana dan prasarana yaligunakan untuk
menunjang kinerja pegawai Kantor Pelayanan Penzifarpadu Kabupaten

Kediri dalam memberikan pelayanan perizinan kepaasyarakat.
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Desa Kepuhrejo
Kondisi geografis

Desa Kepuhrejtermasuk dalam wilayah Kecamatan Gampengrejo. D@sa

memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

a.

b.

C.

d.

Sebelah Utara : Desa Kalibelo Kecamatan Gampengre;j
Sebelah Selatan : DesaWonocatur Kecamatan Ngasem
Sebelah Timur : Desa Semen Kecamatan Pagu

Sebelah Barat : Desa Plosorejo Kecamatan Gampgengre

Desa Kepuhrejo memiliki luas wilayah 124.860 Hayang dapat dilihat dari tabel

dibawah ini.
Tabel 5
Luas Wilayah Desa Kepuhrejo Menurut PenggunaanriLaha
Pada Desa Kepuhrejo Tahun 2010
No Uraian Satuan
1. | Luas pemukiman 21.080 ha/m
2. | Luas persawahan 82.775 ha/m
3. | Luas perkebuna -
4. | Luas kuburan 0.5 ha/m
5. | Luas perkarangan 20.005 ha/m
6. | Luas taman 0.5 ha/m
7. | Perkantoran 0.5 ha/m
8. | Luas prasarana umum lainnya -
Total luas 124.860 ha/rh

Sumber: Buku Profil Desa Kepuhrejo Tahun 2010

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Desa Kepuhregsupakan daerah

dataran rendah yang mana 21.080 Ra#dalah pemukiman, lahan persawahan

memiliki luas 82.775 ha/f untuk luas perkarangan 20.005 hafian selanjutnya

lahan untuk pemakaman dan taman masing-masinghe@&da/m Dilihat dari luas

pemanfaatan lahan yang digunakan lahan persawadragn mendominasi wilayah

Desa Kepuhrejo.
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2. Kondisi Demografis
Desa Kepuhrejo untuk tahun 2010 memiliki jumlahgheduk sebanyak 1991
orang dengan 743 kepala keluarga, antara lainputéeli
a. Jumlah laki-laki : 969 orang
b. Jumlah perempuan : 1022 orang
Dari data diatas terlihat bahwa jumlah pendudukemg@uan di Desa
Kepuhrejo yang lebih banyak dibanding dengan juntéitlaki. Sedangkan untuk
jumlah penduduk Desa Kepuhrejo menurut usia daplaatipada tabel berikut:
Tabel 6

Rekapitulasi Usia Penduduk
Pada Desa Kepuhrejo Tahun 2010

No Usia Jumlah

1. | 0-12 bulan 34 orang

2. | 1-5tahun 95 orang

3. | 0-7 tahun 70 orang

4. | 7-18 tahun 267 orang
5. | 18-56 tahun 1006 orang
6. | >56 519 orang

Sumber : Buku Profil Desa Kepuhrejo Tahun 2010

Dari tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa Desa Kegohmemiliki jumlah
penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkamgian jumlah penduduk usia

nonproduktif.

3. Kondisi ekonomi

Kondisi perekonomian Desa Kepuhrejo akan dapdtatiliiari sektor mata
pencaharian penduduk. Pekerjaan yang dilakukan glenhduduk untuk
mencukupi kebutuhan hidupnya dapat dilihat pada jgemlah penduduk menurut

mata pencaharian yang disajikan pada tabel 7ugerik



Tabel 7

7

Mata Pencaharian Pokok Desa Kepuhrejo Tahun 2010

G

No Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan
1. | Petani 109 11
2. | Buruh tani 10¢ 11F
3. | Pegawai negeri sip 4 5
4. | Pedagang kelilini 11 6
5. | Montir 4 -
6. | Bidan swasta 1 -
7. | TNI 5 -
8. | POLRI 4 -
9. | Karyawan perusahaan swa 71 72
10. | Tukang ojek 1 -
11. | Tukang cukul 1 1
12 | Penggilingan padi 3 -

Sumber : Buku Profil Desa Kepuhrejo Tahun 2010

Tabel 7 menunjukkan bahwa Penduduk Desa Kepulebjb didominasi
oleh buruh tani dengan jumlah 215 orang yang gdlaya adalah petani jumlah
110 orang, karyawan perusahaan swasta 143 oradgggeg keliling 17 orang,
pegawai negeri sipil 9 orang, TNI 5 orang, montir oflang, pengusaha
penggilingan padi 3 orang dan yang selanjutnya aerjgmlah paling sedikit

bidan, tukang ojek dan tukang cukur.

B. Penyajian Data Fokus
1) Pengendalian Dalam Manajemen Penggilingan Padi Kéing di
Kabupaten Kediri
Kantor Pelayanan Perizinaan Terpadu Kabupaten Kedalam
memberikan pelayanan terkait dengan pemberian keipada setiap usaha
penggilingan padi baik keliling maupun menetap dip&an bisa berjalan secara

efektif dan efisien. Pelayanan perizinan adalahy@eian hukum oleh pemerintah

daerah Kabupaten Kediri untuk memberikan kepastitkum kepada masyarakat
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terkait hak dan kewajibannya baik kepada seseoasisig badan hukum untuk
melakukan kegiatan tertentu di wilayah Kabupaen iKedPelayanan dalam
pemberian izin terkait pula dengan pengendalianajeamen penggilingan padi
keliling yang disebabkan dari adanya pengusahagiéergan padi keliling di
wilayah Kabupaten Kediri yang belum memiliki Sut&eputusan untuk izin
usaha sehingga diperlukan berbagai bentuk pengandahanajemen yang
dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadbugpaten Kediri terhadap
penggilingan padi keliling, yang nantinya diharapkseluruh penggilingan padi
keliing di Kabupaten Kediri bisa memiliki Surat petusan izin usaha.
Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kedimior 23 Tahun 2001
tentang Retribusi Perusahaan Penggilingan PadieHDan Penyosohan Beras
serta Mesin Perontok Padi dan Jagung dalam PasSaly8k Retribusi dijelaskan
bahwa Kantor Pelayanan Perizinan berkewajiban mkak tugas sebagai
berikut:

1. Pelayanan penerbitan izin usaha/tanda daftar usaha;

2. Pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian
operasional perusahaan penggilingan pladiler dan penyosohan
beras.

Dari penjelasan pada pasal 3 diatas Kantor PelaydPerizinan Terpadu
Kabupaten Kediri memiliki peran dalam hal mengeikdal penggilingan padi
keliling di Kabupaten Kediri yang masih belum mehnil izin melalui

pengendalian manajemen yang tepat. Proses pengendahanajemen
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penggilingan padi keliling yang dilakukan oleh pem&h khususnya Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dbkantuk, antara lain:

1. Pengendalian Operasional Terhadap Pengusaha Pendgdan Padi
Keliling
Bentuk pengendalian operasional yang dimaksudkaeh oKantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri ada@berti memberikan
pembatasan wilayah operasional penggilingan padtlinge dan keselamatan
pengemudi penggilingan padi keliling yang tertuatajam Keputusan Bupati
Kediri Nomor 841 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelakan Peraturan Daerah

Kabupaten Kediri Nomor 23 Tahun 2001 pada pasaldhfah:

a. Pembatasan wilayah operasional penggilingan padi kéng
Pembatasan wilayah operasional penggilingan pddinkedi Kabupaten
Kediri yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan PeaninTerpadu Kabupaten
Kediri telah disesuaikan dengan Keputusan BupatifKBlomor 841 Tahun 2002
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KivugKediri Nomor 23
Tahun 2001 tentang Retribusi Perusahaan Penggilingadi, Huller, dan
Penyosohan Beras serta Mesin Perontok Padi damgaipda pasal 17 poin 4
dan poin 9 yang mana didalam petunjuk pelaksarexaaliut dijelaskan bahwa:
a) Wilayah kerja atau wilayah operasional penggilingadi keliling
dibatasi hanya dalam wilayah koordinator kecamati#mana
domisili/lokasi penggilingan tersebut didirikan.
b) Wilayah operasional huller keliling minimal radiG80 meter dari
penggilingan padi menetap.

c) Penggilingan padi keliling tidak boleh melakukan giegan
penggilingan di jalan raya dan jalan propinsi.
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Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kgdirg diwakili oleh
Ibu Al-Indah sebagai Kasi Informasi dan Pengadualard wawancara dengan

peneliti menyampaikan bahwa:

“Pembatasan wilayah selama ini pemerintah Kabup#tediri belum
menemukan solusi yang tepat, solusi yang tidak giesn masyarakat maupun
pengusaha penggilingan padi keliling. Selama innta Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Kediri berusaha melaksanakaraispstunjuk pelaksanaan
dari Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 akapitpéanbatasan wilayah ini
sulit untuk diterapkan kepada pengusaha penggiingadi keliling karena
mereka biasanya beroperasi di sekitar penggilimgah menetap.”(wawancara di
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ketdinggal 7 Februari jam
11.30).

Dari wawancara yang peneliti lakukan kepada pergugzenggilingan
padi keliling, masyarakat serta salah satu pengupahggilingan padi menetap di
Wilayah Desa Kepuhrejo. Berdasarkan wawancara dengengusaha

penggilingan padi keliling Bapak Arifin mengatakan:

“Kalau wilayah keliling kami dibatasi minimal radiu500 meter dari
penggilingan padi menetap maka wilayah operasidaahi semakin sempit
padahal masyarakat yang membutuhkan gabahnyandigiliga ada disekitar
penggilingan padi menetap yang usahanya tidak ni@rmggabah dalam porsi
yang kecil”. (wawancara dirumah Bapak Arifin dirummga Desa Kepuhrejo,
tanggal 25 Maret 2012 jam 07.00).

Bapak Suryani, masyarakat Desa Kepuhrejo mengatakan

“Pembatasan wilayah operasional penggilingan petling tidak hanya
merugikan penggilingan padi keliling saja, namummkguga akan merasa
dirugikan karena saya mendapatkan keuntungan yatgh |dari adanya
penggilingan padi Kkeliling karena hanya dengan nmggih kerumah
penggilingan padi keliling langsung datang dan Kigieerlu mengangkat berat
gabah untuk digiling kepada penggilingan padi magpiet(wawancara dirumah
Bapak Suryani Desa Kepuhrejo, tanggal 23 Maret 2&x218.38).
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Bapak Mujiono, pengusaha penggilingan padi menaapgatakan:

“Sebenarnya penggilingan padi yang keliling beraper disekitar
penggilingan padi menetap tidak menjadi masalaleriarbiasanya mereka
menggunakan sistem jemput bola, dengan menghanikainsumen serta
menggiling gabah dalam skala kecil yang biasanyakukonsumsi sendiri bukan
untuk dipasarkan kembali’. (wawancara dirumah Bapékiono, tanggal 24
Maret 2012 jam 09.00).

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti teripadaengusaha
penggilingan padi keliling maupun menetap, masyardk Desa Kepuhrejo serta
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kedirkait pembatasan
wilayah operasional bahwa dari pihak penggilingaadip menetap tidak
mempermasalahkan apabila ada penggilingan padiingelyang menggiling
gabah dekat dengan usaha penggilingan padi mekatapa jumlah skala padi
yang digiling berbeda serta masyarakat yang menggpadinya dalam skala
kecil lebih memilih penggilingan padi keliling dibding dengan penggilingan
padi menetap walaupun rumah mereka dekat dengaygitiegan padi menetap.
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu belum dapat rapken ketentuan dari

pembatasan.

Peneliti saat melakukan pengamatan dilapangan betnendapati
keberhasilan dari pengendalian operasional yaiagwkin oleh Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri terkait pemltzatagilayah operasional dari
penggilingan padi keliling karena peneliti masimyek menemui penggilingan
padi keliling yang beroperasi disekitar penggilingaadi menetap serta sampai
saat ini Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu KalmpaKediri belum

menerapkan pelaksanaan pembatasan wilayah operagienggilingan padi
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keliling sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 84huh 2002 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 23nT200Q0 karena ketetapan
itu dirasa akan merugikan banyak pihak. Selamaakagidari penggilingan padi
keliling tidak merugikan penggilingan padi menepgmbatasan wilayah ini tidak
akan sesuai apabila diterapkan kepada pengusalggilegan padi keliling di

Kabupaten Kediri.

b. Keselamatan operator penggilingan padi keliling
Tidak jauh dari pembatasan wilayah keselamatanatpepenggilingan
padi keliling juga diatur dalam Petunjuk PelaksanaBeraturan Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 23 Tahun 2001 tentang ResiibPerusahaan
Penggilingan PadHuller, dan Penyosohan Beras serta Mesin Perontok Padi da
Jagung pada pasal 17 poin 3 bahwa penggilingan kgiing yang memenubhi
persyaratan layak jalan dan tanda bukti lulusegusi Undang-undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalatara lain:
a) Pengemudi mobil/kendaraan penggilingan padi keliliharus
memiliki Surat 1zin Mengemudi minimal SIM A;

b) Pengemudi atau orang yang berada pada kendaraggilpegan
keliling wajib menggunaka helm;

c) Pengemudi beserta orang yang berada pada kendaraan

penggilingan keliling sebanyak-banyaknya 3 orang dearus
dilengkapi tempat duduk;

d) Kendaraan dilengkapi dengan lampu, reting, klaksmon, rem
dan pengaman samping;

e) Bentuk panjang dan lebar sesuai klasifikasi;

f) Kecepatan kendaraan maksimal 30 km/jam.

Kantor Pelayanan perizinan Terpadu Kabupaten Kgdirg diwakili oleh

Kasi Informasi dan Pengaduan Ibu Al-Indah dalam a@ara dengan peneliti
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menjelaskan seberapa kuat peran serta Kantor PellayRerizinan Terpadu
Kabupaten Kediri dalam memberikan pengendalian agpenal terhadap

penggilingan padi keliling.

"Pengendalian yang dilakukan Kantor Pelayanan PamzTerpadu sudah
dilaksanakan sesuai juklak namun dari penggilingadi keliling sendiri tidak
ada respon sama sekali, mereka tidak memperdutigselamatan dijalan karena
dengan melakukan penggilingan padi keliling yandemati jalan raya mereka
lebih banyak mendapatkan pelanggan”. (wawancaraKalntor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri, tanggal 7 Fah2012 jam 10.30).

Beda pendapat peneliti temui pada wawancara derngamusaha

penggilingan padi keliling di Desa Kepuhrejo, Bapalknidi dirumahnya.

“Permasalahan kelengkapan seperti yang diutaralkdnReraturan terlalu
ribet urusannya, kami hanya ingin mencukupi perekaan malah dibuat ribet
dengan adanya kelengkapan lain-lainnya karena kdetam setiap harinya
opersional kami biasanya mendapatkan 5 kwintal kurdigiling, dalam 1
kwintalnya mendapat imbalan 5 kilogram padahab#&lum dipotong untuk biaya
operasionalnya sebesar Rp 70.000,-."(wawancara udnalh Lamidi Desa
Kepuhrejo pada tanal 2 Februari 2012 jam 20.00).

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan pengusahggpegan padi
kelilig di Desa Kepuhrejo serta Kantor PelayanarizZRen Terpadu Kabupaten
Kediri bahwa terlihat belum adanya kesadaran damgpsaha penggilingan padi
keliling ini menggunakan kelengkapan yang dapat bexinkeselamatan dari

operator penggilingan padi keliling itu sendiri.

Observasi dari peneliti sendiri banyak menemui peabja penggilingan
padi keliling yang tidak melengkapi ketentuan padaketentuan yang telah
dibuat oleh pemerintah yang berusaha memberikagldmatan dan kenyamanan
kepada setiap operator dari pengusaha penggilipgdnkeliling saat beroperasi

di jalan. Selama ini penggilingan padi keliing $aamya tidak ada yang
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menggunakan helm ataupun memiliki SIM A serta kghapan lainnya seperti

klakson, riting, lampu dan pengaman samping.

2. Pembinaan Terhadap Pengusaha Penggilingan Keliling
Terkait dengan pembinaan yang dilakukan oleh Karff@layanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dijelaskan dal&araturan Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Res$iibPerusahaan
Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras $éessin Perontok Padi dan
Jagung di Kabupaten Kediri pada pasal 23 terdagi@nkuan pembinaan antara
lain:
1) Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melaksanglembinaan
teknis bag perkembangan perusahaan;
2) Dalam melakukan pembinaan teknis sebagaimana yaraksud pada
ayat (1) dibantu oleh komisi yang berfungsi sebaggbat;
3) Komisi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2iritelari Wakil-
Wakil Pemerintah Daerah, Dinas Pertanian TanamaigdPa Dinas
Pemasaran, Dinas Perhubungan dan Instansi landyanggap perlu.
Pembinaan yang dilakukan oleh Kantor PelayananziRari Terpadu
Kabupaten Kediri dalam menyelesaikan permasalabaggiingan padi keliling
yang semakin meningkat dan tidak memiliki izin dagéihat dari wawancara
yang telah peneliti lakukan kepada Kantor Pelayamarizinan Terpadu
Kabupaten Kediri. Berikut ini peneliti laporkan Hawawancara dengan Kasi
Informasi dan Pengaduan dari Kantor Pelayanan iRenzTerpadu Kabupaten
Kediri. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Al-Indgltegai Kasi Informasi dan

Pengaduan mengatakan:

“Pembinaan yang dapat diberikan yaitu berupa saingik penggilingan
padi keliling dengan meletakkan mesin penggilingadi diatas mobil pick-up



83

daripada mobil rakitan yang digunakan kebanyakamggiéngan padi keliling
saat ini, karena mobil yang digunakan saat inikticteemenuhi persyaratan layak
jalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tah0f 2éntang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan”. (wawancara di Kantor Pelayaramizinan Terpadu
Kabupaten Kediri, tanggal 7 Februari 2012 jam 10.30

Terkait dengan kelayakan jalan sebuah kendaraamadber harus
memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan sedemagan Undang-undang
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintaas dan Anmgkulalan pada bagian
kedua persyaratan teknis dan layak jalan kendapaamotor pasal 48 sebagai
berikut:

1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan dnJagus memenuhi
persyaratan teknis dan laik jalan.

2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud padalgyetdiri atas:

susunan;

perlengkapan;

ukuran;

karoseri;

rancangan teknis kendaraan sesuai dengan perungigan

pemuatan;

penggunaan;

penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau

penempelan Kendaraan Bermotor.

3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud padt (&y ditentukan
oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diuksekurang-
kurangnya terdiri atas:

emisi gas buang;

kebisingan suara;

efisiensi sistem rem utama;

efisiensi sistem rem parkir;

kincup roda depan;

suara klakson;

daya pancar dan arah sinar lampu utama;

radius putar;

akurasi alat penunjuk kecepatan;

kesesuaian kinerja roda dan kondisi;bden

kesesuaian daya mesin penggerak terhadap beraaicamd

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tekias laik jalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (@) diangan peraturan
pemerintah.

—“Ss@TooooTy

AT T S@moa0 T
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Pada wawancara tersendiri dengan pengusaha pegagilpadi keliling
dan masyarakat di Desa Kepuhrejo. Berdasarkan akgan pengusaha

penggilingan padi keliling, Bapak Lamidi mengatakamwa:

“Pembinaan dengan solusi tersebut terlalu berdt karai yang termasuk
sebagai masyarakat menengah kebawah kalau harudeathemobil pick-up
padahal penghasilan kami saja dari melakukan pkmgan padi hanya berupa
beras dari pemilik padi yang menggunakan jasa k&aliau berurusan dengan
kendaran yang layak jalan sudah pasti pemerintaigatakan tidak layak karena
kendaraan itu kami modifikasi sendiri. ” (wawancatisumah bapak Lamidi,
tanggal 2 Februari 2012 jam 19.30).

Pendapat yang sama dikemukakan oleh masyarakat Regahrejo,

Bapak Sukarno.

“Sebenarnya kendaraan yang dipakai juga berasal ndabil, namun
kerangkanya saja yang dipakai dan selanjutnya ditkasi sendiri sama yang
punya penggilingan padi keliling”. (wawancara diahmBapak Sukarno, tanggal
23 Maret 2012 jam 18.16).

Pembinaan yang diberikan oleh Kantor PelayananziRan Terpadu
Kabupaten Kediri selama ini peneliti melihat beluwtapat dijalankan oleh
penggilingan padi keliling karena pembinaan darntéa Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Kediri tidak sesuai dengan kermammari penggilingan
padi keliling untuk memenuhi ketentuan sesuai derdgadang-undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalehingga pengusaha
penggilingan padi keliling di Desa Kepuhrejo banygling menggunakan
kerangka dari mobil yang dimodifikasi sendiri oleéngusaha penggilingan padi
keliling. Untuk itu dalam penerapan kelayakan tekdan kendaraan bermotor

selain menggunakan ketentuan yang ada dalam Undatagig Nomor 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehgeuspemerintah juga
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menggunakan peraturan daerah yang disesuaikan rderiggberadaan
penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri. $&jga dapat disimpulkan
bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Kantor PelayaPerizinan Terpadu
Kabupaten Kediri terkait penggunaan mobil pick wgum dapat dilaksanakan

oleh penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri

3. Pengawasan Terhadap Pengusaha Penggilngan Padi Kiely

Proses pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Redayderizinan
Terpadu Kabupaten Kediri bekerjasama dengan dieasait disini adalah
kepolisian dan Dinas Pertanian. Kantor PelayanaiziRan Terpadu Kabupaten
Kediri diwakili oleh Ilbu Al-Indah Kasi Informasi ea Pengaduan Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri datamancara dengan peneliti
menyampaikan bahwa:

“Pengawasan terhadap penggilingan padi kelilingabualda sendiri yang
mengawasi, disini yang dimaksud adalah kepolisianun selama ini ada
oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuasaanya umtularik pungli kepada
penggilingan padi keliling”. (wawancara di Kantagl&yanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Kediri, tanggal 7 Februari 2012 jam 111.35

Dari tempat lain pengusaha penggilingan padi Bajpdin mengatakan
bahwa:

“Dua tahun kemarin banyak sekali pungli yang dikdw oleh kepolisian
dengan imbalan sekitar Rp 300.000,- hingga Rp 10000- apabila tidak
membayar penggilingan padi kami yang diderek ke t&aKepolisian sekitar
daerah yang kami lewati, sehingga ada beberapagpieagn padi keliling yang
melakukan demo di Kantor Pelayanan Perizinan Terp&abupaten Kediri”.

(wawancara di rumah Bapak Arifin Desa Kepuhrejagtml 25 Maret 2012 jam
07.15).
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Keterangan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terg&alupaten Kediri
serta pengusaha penggilingan padi keliling dapaimgiulkan bahwa adanya
oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dalam nsala&kan pengawasan
terhadap penggilingnan padi keliling seperti pe@mai pungli yang jumlahnya
bagi penggilingan padi keliling sangat memberatkan.

Pengamatan peneliti mendapati tidak adanya kermsdari Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri deggolisian seperti yang
dikatakan oleh Kasi Informasi dan Pengaduan Kamelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Kediri untuk bekerjasama mengawaberadaan dari
penggilingan padi keliling yang sedang beropergaiash. Apabila pengawasan
dilaksanakan oleh satu instansi saja sehingga akamngkinkan terjadinya
penyelewengan oleh oknum-oknum nakal yang memdafagkewenangannya
untuk mendapatkan pungutan liar dari kesalahangkemgan padi keliling yang

tidak berizin.

2) Faktor yang menghambat pelaksanaan pengendalian dain manajemen
penggilingan padi keliling di Kabupaten Kediri
1. Faktor Internal
Terdapat berbagai permasalahan dan hambatan yieadagi oleh Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten salah satdatah faktor penghambat

yang berasal dari dalam kantor sendiri, antara lain
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a. Kurangnya koordinasi antara dinas yang terkait se@atpol PP,
Kepolisian dan Kantor Pelayanan Terpadu KabupatedirKdalam
penertiban penggilingan padi keliling. Menurut ketegan Kasi
Informasi dan Pengaduan KPPT Ibu Al-Indah.

“Koordinasi Yang selama ini dilakukan sangat kurdtegena ada
oknum-oknum yang melakukan kecurangan, seperti beatuk
penilangan dari kepolisian di daerah dengan canmagytan liar”.

(wawancara tangal 7 Februari 2012 di Kantor PelayaRerizinan
Terpadu Kabupaten Kediri).

b. Kurangnya sosialisasi. Menurut keterangan bapafn apengusaha
penggilingan padi keliling di desa Kepuhrejo
“Selama ini tidak ada sosialisasi dari pemerintakuki usaha kami,
bahkan pada saat kami ingin mendapatkan izin kedfdPelayanan
Perzinan Terpadu Kabupaten Kediri pemerintah hangenberi janji
tanpa ada surat izin yang dikeluarkan oleh pensint(wawancara
pada tanggal 2 Februari 2012 dirumah Bapak Arifes®Kepuhrejo).
Peneliti melihat belum adanya sosialisasi dari KanPelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri kepada penggihn padi
keliling, biasanya bentuk sosialisasi dilakukarhokantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri apabila ada psaitp
penggilingan padi yang mendatangi Kantor PelayaRamizinan
Terpadu Kabupaten Kediri.

c. Belum dapat terinventarisir jumlah penggilingan ip&eéliling di
Kabupaten Kediri. Menurut keterangan Ibu Al-IndabsKInformasi

dan Pengaduan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadwalften

Kediri.
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“Dari belum adanya koordinasi sehingga membuat ritarésir dari
jumlah penggilingan padi keliling di wilayah Kabuea Kediri belum
dapat diketahui.” (wawancara pada tanggal 7 FebA@d2 di Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri).

Peneliti mendapati belum adanya pendataan jumlalggiengan
padi keliling di Kabupaten Kediri. Sedangkan uniokentaris dari
pengusaha penggilingan padi menetap di wilayah Batem Kediri

yang memiliki izin Kantor Pelayanan Perizinan TelpaKabupaten

Kediri memiliki data yang dapat dilihat pada taBelibawah ini.



Tabel 8
Jumlah Penggilingan Padi Menetap Yang Telah Met@gidlang Usahnya Pada Tahun 2011 Di KabupateiriKed

No Nama/alamat pengusaha Lokasi usaha No dan taBgga  Retribusi Masa berlaku

1. | Widowati Desa Keeling Kecamatgn 156 Tahun 2011 - 1-2-2014
Desa Keling KecamatanKepung 2-2-2011
Kepung

2. | H. Misro’l Husein Desa Banyuanyar 157 Tahun 2011 - 1-2-2014
Desa Polsokidul KecamatariKecamatan Gurah 2-2-2011
Plosoklaten

3. | Ashari Desa Purwotengah 158 Tahun 2011 - 1-2-2014
Desa Purwotengah Kecamatakkecamatan Papar 2-2-2011
Papar

4. | Hj. Siti Marpuah Desa Bakalan Kecamatan 159 Tahun 2011 - 1-2-2014
Desa Sonorejo KecamataGrogol 1-6-2011
Grogol

5. | Sochib Desa Sambirejo 833 Tahun 2011 - 31-5-2014
Desa Sumberejo KecamataKecamatan Gampengrejo 13-6-2011
Grogol

6. | Yanto Soemali Desa Gayam Kecamatan 879 Tahun 2011 - 12-6-2014
JI. Patimura No0.9 Kota Kediri | Gurah 4-7-2011

7. | Sunan Desa Jongbiry 986 Tahun 2011 - 3-7-2014
JI. Yos Sudarso 112/124 Kot&ecamatan Gampengrejo 4-7-2011
Kediri

8. | Halim Winarto Desa Wonojoyq 987 Tahun 2011 - 3-7-2014
Desa Sukorejo Kecamataikecamatan Gurah 4-7-2011
Ngasem

9. | Soegiharto Desa Pandansaril300 Tahun 2011 - 23-8-2014

Kecamatan Purwoasri

24-8-2011




10. | Setiyo Budi Desa Sumbercangkring 1347 Tahun 2011 8-9-2014
Desa Gurah Kecamatan GurahKecamatan Gurah 9-9-2011

11. | Djoko Moh.Efendi, SH Desa Baye Kecamatan 1348 Tahun 2011 8-9-2014
Desa Gampeng KecamataKayenkidul 9-9-2011
Gampengrejo

12. | H. Yakub Edi Sugito Desa Kampleng 1392 Tahun 2011 25-9-14
Desa Klampitan KecamatarKecamatan Purwoasri 26-9-2011
Purwoasri

13. | Sutrisno Hadi Desa Srika